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ABSTRACT 

THE EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE PERFORMANCE AT 
THE RIAU ISLANDS PROVINCIAL INSPECTORATE 

Erwan Syamsurizal· 
erwancikmad@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Problem this research is low performance employees Inspectorate of 
Province Riau Islands seen from: ability to adjust change of work environffient not 
yet effective; Still do job in doing accuracy for job inspection; and promotional 
opportunities and opportunities for self-development have not been effective. 
Thus purposes research to describe and analyse performance in accordance with 
specifications that have been determined on Inspectorate of Province Riau 
Islands. This research uses descriptive qualitative method which is aimed to 
measure the performance effectiveness employee at Inspectorate Province Riau 
Islands, examined through the elements of ability to. adjust, job performance and 
job satisfaction by using in-depth interview technique with purposive sampling 
technique to 9 (Nine) selected informants.The results revealed below: 
Effectiveness employee performance on Inspectorate of Province Riau Island in 
achieving standard inspection has not been effective. Because the employees have 
not shown a high level of success in accordance with eiements ability employees · 
in finding alternative working procedures so that the work can be completed more 
quickly can not be done optimally, less thorough in preparation results. 
supervisory object inspection (obrik) response examiner and recommendations, 
and still low levels of satisfaction of the apparatus in receiving income, because 
some employees are still there who seek additional income.In an effort to improve 
low effectiveness performance required professional stimulus in accordance with 
ability, early socialization regulatory changes from the central and provincial 
governments are expected to happen more effective information transformation. 
So that employees are more prepared everything, and provide opportunities for 
promotion justice for development self receiving more accolades than receiving 
more punishment 

Keywords: Effectiveness, Performance, Job Satisfaction 
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ABSTRAK 

EFEKTIVIT AS KINERJA PEGA WAI P ADA INSPEKTORA T 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

Erwan Syamsurizal 
erwancikmad@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Permasalahan penelitlan ini adalah rendahnya efektivitas kinerja pegawai 
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau terlihat dari: Kemainpuan menyesuaikan diri 
dengan perubahan lingkungan kerja belurn berjalan efektif; Masih kurangnya 
keahlian pegawai dalam melakukan ketelitian untuk pemeriksaan pekerjaan; dan 
Peluang promosi dan kesempatan untuk pengembangan diri belum berjalan 
efekti£ T~uan penelitian Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas 
kinerja pegawai dalam pencapaian target sesuai dengan standar pemeriksaan yang 
telah ditentukan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Metode penelitian ini 
menggrmakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengukur efektivitas 
kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, diteliti melalui unsur-unsur 
kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja dan kepuasan keija dengan 
menggrmakan teknik wawancara mendalarn dengan teknik purposive sampling 
kepada 9 (Sembilan) informan terpilih. Hasil penelitian terungkap bawah: 
Efektivitas Kinerja Pegawai pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dalarn 
mencapai target standar perneriksaan belurn beijalan efektif. Hal ini dikarenakan 
para pegawai belurn menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi sesuai dengan 
unsur-unsur kemampuan pegawai dalarn mencari alternatif tata kerja agar 
pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat bel urn dapat dilakukan secara optimal,· 
kurang teliti daiam penyusunim laporan hasil pengawasan obyek pemeriksa 
(obrik) tanggapan pemeriksa dan rekomendasi, serta masih rendahnya tingkat 
kepuasan aparatur dalam rnenerirna pendapatan, dikarenakan sebagian pegawai 
rnasih ada yang rnencari tambahan penghasilan. Dalarn upaya mernperbaiki 
rendahnya efektivitas kinerja diperlukan stimulus profesional sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki, lebih awal melakukan sosialisasi perubahan peraturan 
dari pernerintah pusat rnaupun provinsi yang diharapkan teijadi transformasi 
infonnasi yang lebih efektif agar pegawai lebih siap segalanya, serta memberikan 
peluang promosi secara adil untuk pengernbangan diri agar lebih banyak 
rnenerima penghargaan dari pada lebih banyak rnenerirna hukurnan. 

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Kepuasan Keija 
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BABJV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Peoelitian 

1) Latar Belakang lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 272 Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah 

berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan harus diselaraskan dengan 

pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dan 

Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 54 Tabun 2010, 

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah 

dokurnen perencanaan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 

2014 ten tang Pemerintaban Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat 

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan 

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 

Aspek sumber daya manusia, kemampuan fiskal daerah, sarana dan 

prasarana serta kondisi lingkungan internal dan ekstemal perangkat daerab, barus 

menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi dan kebijakan dalam 
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menjalankan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga target yang mgm 

dicapai dapat lebih realistis. 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau merupakan Perangkat Daerah yang 

wajib menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis yang disusun disesuaikan 

dengan tugas pokok, dan fungsi yang ditetapkan dalam rangka mendukung 

tercapainya visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Disamping itu dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

peran dan fungsi Inspektorat sernakin diperkuat dalarn rangka membantu 

Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat unluk mela.kukan pengawasan baik itu 

pengawasan umurn maupun pengawasan terkait program-program nasional yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti pengawasan pelayanan publik, 

pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah, dan pengawasan yang 

bersifat tematik lainnya. 

Pergeseran parad.igma pengawasan Inspektorat yang pada awa.Inya sebagai 

watchdog, sekarang lebih kepada penjamin mutu (Quality Assurance) dan 

Consultancy diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas di 

lingkungan Pemerintal1 Provinsi Kepulauan Riau. Inspektorat diharapkan dapat 

menjadi rnitra Perangkat Daerah untuk menghindari terjadinya penyelewengan 

administrasi dan keuangan. 

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah utamanya untuk 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik akan terwujud j ika sistern 

pengawasannya dapat berfungsi dengan efektif. Dengan demikian sistem 

pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah 
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Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu lnspektorat mempunyai peran strategis untuk 

mengemban amanah mewujudkan good governance. 

Optimalisasi peran Inspektorat dalam rangka menciptakan sistem 

pengawasan yang efektif guna mendorong terciptanya good governance, dapat 

dilakukan dengan: 

1. Penyempurnaan kebijakan, pola dan sistem pengawasan 

2. Pemantapan kedudukan dan peran organisasi pengawasan; 

3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM); 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai; 

5. Optimalisasi anggaran; 

6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) dan pengawas ekstemal; 

7. Membangun kerjasarna secara vertikal dan horisontal dengan berbagai pihak. 

Guna mewujudkan optimalisasi peran Inspektorat dalam menciptakan 

good governance tersebut, maka membutuhkan keterpaduan dan keselarasan 

kebijakan, program maupun kegiatan pembinaan dan pengawasan antara 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara 

terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi secara sistematis. Dalam jangka 

menengah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau 

tersebut dituangkan pada Rencana Strategis Pengawasan Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, Rencana Strategis Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau tahun 2016-2021 disusun dengan menitikberatkan pada 

penguatan internal organisasi dalarn rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas 
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organisasi sebagaimana program prioritas yang tertuang dalam RP JMN yaitu 

peningkatan level kapabilitas APIP. Selain itu Rencana Strategis ini juga akan 

mengedepankan penguatan peran dan fungsi APlP sehingga fungsi pengawasan 

yang dijalankan dapat lebih maksimal. 

2) Tugas Pokok dan Fuogsi Iospektorat Proviosi Kepulauan Riau. 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 216 ayat (2) Inspektorat Inspektorat Daerah 

mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pernbantuan 

oleh Perangkat Daerah.Untuk menjalankan fungsinya tersebut, Pernerintah Daerah 

telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga 

Teknis Daera~ Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Provinsi 

Kepulauan Riau. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mempunya1 tugas melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/ 

Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. 

Sebagaimana struktur organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dibawah 

ini: 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kepulaua n Riau 

INSPEKTORAT 

I 
SEKRETAAIAT I I 

I 
ICHOMPOK JABATAN I I I 

FUNGSIONAI. 
Subbaa. Perencanun, Subbag.Keuangan Subbae. Umum & 
Ev•luasl & Pd8p0An Kepepw aian 

I I I 
lnspektur Pembantu lnspektur Pembantu lnspektur Pembantu lnspektur Pembantu 

Bidang I Bidang II Bidane 111 Bidang IV 

Subbid. I lnspektur ..... Subbid. I lnspektur - Subbld. I lnspektur - Subbid. I lnspektur ~ 
Pemb.m:u Bidang I Pembantu Bldena II Pembant:u Bldanc 111 Pembentu Bklanc IV 

Subbid. U lnspektur f- Subbld. II lnspektur - Subbld. II lnspektur - Subbld .• lllnspektur ~ 
Pembentu Bldanc 1 Pembantu Blcfanc II Pembantu Bld•na 111 Pembantu Bldang IV 

Sumber: Data Primer Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau (2016) 

Kualitas dan k:uantitas sumber daya manusta Inspek:torat Provinsi 

KepuJauan Riau salah satu faktor kunci dalam menopang pemberdayaan dan 

penguatan peran Inspektorat, oleh karena itu pola rek:ruitmen PNS untuk 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau perlu dibenahi dengan melakukan 

rek:ruitmen khusus.Untuk lebih jeJasnya, kondisi Pegawai Inspektorat dilihat dari 

berbagai aspek, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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No 

' .'<' . 

A. 

B. 

c. 

D. 

Tabel4.1 

Kondisi Kepegawaian da n Kebutuban Pegawai 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 
1'., 

Xomposisi Pegawai Inspektorat ~>~ Jumlab 

~.;;., ·~<"*:1 
L p . ' . ' 

, . ' .,. '· . 
Menurut Tingkat Pendidikan : 

- Pasca Sarjana/ S2 11 2 
- Sarjana/ S 1 19 13 
- Diploma III I D liT - 3 

- Diploma II I D II - -
- Diploma I I D I - -
-SLTA 1 3 
- SLTP - -
-SD - -
-PTI 2 2 

Jumlab 33 23 

Menurut Golongan 

- Golongan IV 5 1 

- Golongan Ill 25 17 

- Golongan II 1 3 

- Golongan I 

-PTI 1 3 

Jumlab 33 23 

Menu rut Jabatan 

- Struktural 12 5 

- Fungsional JF A 7 3 

- Fungsional P2UPD - -
- Fungsional Umum 13 12 

Jumlab 32 20 

Distribusi Pegawai Per Bidang 

Sek:retariat 12 9 

lrban Bidang I 7 -
lrban Bidang 2 7 -
lrban Bidang 3 7 1 

lrban Bidang 4 5 2 

Jumlab "'' ';.r~·~.:";:·. 33 -23 
' 

Sumber: Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, 2016. 

50 

-··· 

Kebotuban 
Total~ 

·""'~· ' ... ; .•.. ,.~ 

13 50 

32 40 

3 13 

- -
- -
4 4 

- -
- -
4 4 

56 121 

6 6 

43 98 
4 13 

4 4 

56 121 

17 17 

10 30 

- 30 

25 30 

52 117 

21 29 

21 

20 

21 

21 

56 . , .. 121 ;~ 
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3) Visi dan M isi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. 

Sebagai instansi daerah, Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau merupakan 

bagian dari pemerintah daerah. Karena itu, visi lnspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau mengacu sepenuhnya pada visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan 

tetap memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi 

orgamsas1. Adapun Visi Inspeki:orat Provinsi Kepulauan Riau, 

yaitu: "Terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam 

rangka membangun tala keto/a p emerintahan yang baik dan bersih. "Visi tersebut 

dalam rangka mendukung terwujudnya visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 

yaitu "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, 

berakhlak mulia dan ramah lingkungan ". 

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 

dan bebas KKN serta peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern 

pemerintah, lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau rnemposisikan diri berupaya 

untuk rneningkatkan penguatan kelembagaan yang ditempuh melalui penajam'!ll 

tugas, fungsi, dan tata kerjanya sehingga dapat memberi output dan outcome 

sebagaimana yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau tentu harus memiliki, antara lain: 

a. Kewenangan; Kewenangan yang dimiliki didasari pada ketentuan yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Karateristik, Potensi, dan Kebutuhan; Karakteristik, potensi yang didasarkan 

pada kondisi dan kebutuhan secara nyata dan spesifik sehingga dapat 

dirumuskan fokus substansinya yang menjadi fungsi pengawasan yang harus 

dilakukan. 
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c. Ketersediaan Sumber Daya; Ketersediaan sumber daya didasarkan pada 

dukungan sumber daya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama 

ketersediaan tenaga yang profesional dan dukungan anggaran. 

d. Pengembangan Pola Kerja Sarna; Pengembangan pola kerja sama didasarkan 

potensi lingkungan organisasi serta kesamaan sudut pandang. 

Dengan memiliki keempat aspek tersebut di atas, maka dapat ditentukan 

keberadaan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pembinaan dan 

pengawasan yang efisien dan efektif dapat terwujud. Disamping itu Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau dituntut mampu memberikan nilai tambah bagi 

peningkatan kinerja penyelenggaraan manajemen pemerintahan, untuk itu 

Inspektorat Provinsi harus berorientasi pada peningkatan mutu yang harus 

dilakukan secara independen, obyektif dan profesional dibidang tugas pokok dan 

fungsinya sehingga mendorong pengelolaan penyelenggaraan pemerintah daerah 

yang semak.in baik dari waktu ke waktu.Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka 

harus ditempuh melalui pendidikan yang berkelanjutan dibidang pengawasan bagi 

aparatur lnspektorat Provinsi, sarana dan prasarana yang memadai serta sistem 

aplikasi pengawasan yang handal. 

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang 

telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (what have to 

be done) dalam rangka mewujudkan visi.Guna mewujudkan dan merealisasikan 

visinya, maka Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau menetapkan rnisi sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau.Semangat reformasi diharapkan dapat memberikan nilai positif kepada 
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aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

pembangunan, khususnya dalam upaya menanggulang1 praktek korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. Secara umum korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah 

suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara 

serta menghambat pembangunan. 

Untuk dapat melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya 

perbuatan korupsi secara efektif dan efisien, maka Penguatan Peran dan 

Pemberdayaan Pengawasan atau internal control dalam hal ini Inspektorat 

selaku aparat terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme di daerah mutlak diperlukan untuk meningkatkan efektivitas 

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan peran 

internal control dapat diupayakan melalui peningkatan profesionalisme aparat 

di daerah, yang sangat ditentukan oleh kondisi faktor-faktor kelembagaan, 

sumber daya manusia dan sumber daya pengawasan lainnya seperti dana, 

sarana dan prasarana pengawasan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh 

langsung terhadap profesionalisme pengawasan, yakni independensi, 

integritas dan kompetensi di bidang pengawasan. 

b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terkoordinasi dan terpadu. 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau adalah institusi Pemerintah Daerah yang 

karena tugas pokoknya melakukan pengawasan rutin seluruh satuan kerja di 

lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sehingga dianggap telah 

memiliki data/ keterangan terhadap permasalahan/ perkara yang sedang 

dalam penyidikan, baik didasarkan atas pelaporan rutin/ berkala, maupun 
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didasarkan hasil temuan pengawasan dan pemeriksaan rutin yang 

di laksanakan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan jalinan hubungan 

dan kerja sarna serta koordinasi yang bertujuan untuk saling rnemperkuat dan 

bersinergi, khususnya di da lam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Hubungan dengan penegak hukum dalam perspektif tukar informasi dan data, 

perlu dilakukan pengaturan atau payung hukurn yang mengatur mekanisme dan 

tata cara, prosedur, klasifikasi data, dan yang lebih penting adalah hubungan 

tersebut dibangun dalam azas sinergitas dan kesetaraan sebagai Iembaga 

pemerintah. 

Selama ini, penegak huk:um (Kejaksaan, Polri dan Instansi terkait) sesuai 

tugas dan kewenangannya telah melakukan penyidikan kasus korupsi ditingkat 

daerah, walaupun masih belum optimal karena beberapa kendala. Permasalahan 

yang sering timbul di daerah adalah perbedaan persepsi antara Aparat Pengawasan 

Fungsional Pemerintah Daerah (Inspektorat) dengan Aparat Penegak Hukum 

tentang kewenangan penanganan atas kasus atau indikasi tindak pidana korupsi 

yang teijadi. 

Dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan 

aparat Pemerintahan daerah pada dasamya tetap memerlukan masukan 

data/informasi dan keterangan yang akan dijadikan bukti atau fakta hukum benar 

atau tidak benar terjadi perbuatan tindak pidana korupsi. Salah satu cara mudah 

untuk mendapatkan hal tersebut adalah dari Aparat Pengawasan Fungsional 

Pemerintah Daerah atau Inspektorat 
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B. Hasil Penelitian Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau. 

1. Kemampuan menyesuaikan diri 

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan 

keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan 

kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Hal ini sesuai pendapat 

Steers yang menyatakan bahwa kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama 

dalam pencapaian tujuan. Setiap organisasi yang masuk dalam organisasi dituntut 

untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja didalamnya maupun 

dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Jika kemarnpuan menyesuaikan diri 

terse but dapat berjalan maka tuj uan organisasi dapat tercapai. Ada pun 

indikatomya sebagai berikut : 

a. Kenyamanan situasi tempat bekerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan memiliki 

tanggapan yang hampir sama mengenai kenyamanan situasi tempat bekerja 

merupakan bagian dari kemampuan menyesuaikan diri pegawai. Berikut ini 

merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh "I. I" mengenru. 

kenyamanan situasi tempat bekerja didapati hasilnya sebagai berikut: 

"Pandangan infonnan ada perasaan kondisi representatif atau nyaman 
bekerja di kantor ini karena saya sudah hampir 10 tahun lebih bekerja 
disini dan mengganggap bahwa pegawai lainnya seperti keluarga 
sendiri sehingga di dalam bekerja pun sudah nyaman dan merasa tidak 
ada tekanan". (Senin, 3 Apri/2017) . 

Kemudian dilakukan wawancara dengan "I.2" berkaitan dengan kenyamanan 

situasi tempat bekerja didapati hasilnya sebagai berikut: 

"Kenyarnanan dalam bekerja merupakan hal yang utama menurut 
pegawai, karena apabila tidak merasa nyaman walaupun gaji besar 

43280.pdf



56 

tentunya merasa tertek:an selama bekeija di Inspektorat Provinsi Kepri 
ini. Harapannya kondisi kerja yang kondusif dan aman nyaman karena 
pegawai-pegawai yang ada saling support satu sama lain". (Senin, 3 
April 201 7). 

Sehingga dapat di analisis dari basil wawancara dengan informan mengena1 

kenyamanan situasi tempat bekerja hasi lnya sebagian besar informan menyatakan 

mereka merasa nyaman untuk bekerja di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

selain karena massa kerja yang sudah lama bahkan ada yang diatas I 0 tahun di 

tempatkan di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau ini hal tersebut Juga 

dikarenakan pegawai yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

mempunya1 sikap kekeluargaan dimana sating memberikan semangat atau 

motivasi antara pegawai yang satu dengan yang lain sehingga di dalam 

menjalankan pekeijaan pun sebagian besar pegawai tidak merasa tertekan dan 

tidak merasa sekedar menjalankan tugas dengan sifat gugur kewajiban semata-

mata melainkan karena sadar dan mengetahui tugas dan fungsi masing-masing 

pegawai tersebut sesuai bidang kerja yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau.
0 

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kepala 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Sebagai seorang PNS kita harus tahu dan paham betul sesuai dengan 
sumpah jabatan kita siap ditempatkan dimana saja di seluruh 
Indonesia dan hal tersebut menurut saya berlaku juga di sini , dan hal 
tersebut menurut saya bagian dari cara kita beradaptasi dengan kondisi 
dan situasi kerja di tempat kita bekerja saat ini, dan terus terang saya 
merasa nyaman bekeija di kantor ini dan begitu juga pegawai yang 
ada disini menurut pengamatan saya selama ini mereka juga merasa 
nyaman karena kita saling menghargai dan mengetahui tugas dan 
fungsi kita masing-masing". (Senin, 10 April 2017). 

Sehingga dapat dianalisis jawaban Key lnforman (Kepala lnspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau) yang menyatakan bahwa Kepala Inspektorat Provinsi 
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Kepulauan Riau dan juga pegawai yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau merasa nyaman untuk bekerja di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, hal 

ini dikarenakan adanya sikap saling rnenghargai satu sama lainnya serta 

mengetahui tugas dan fungsi masing-masing pegawai dalam rnenjalankan 

pekerjaan sehari-hari di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau sehingga tercipta 

efisiensi dan efektivitas kineija pegawai khususnya dalam menindaklanjuti hasil 

temuan oleh BPK terhadap setiap OPD ( organisasi perangkat daerah) yang ada di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Disamping itu berdasarkan observasi dan analisa yang dilakukan sewaktu 

penelitian di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengenai kenyamanan situasi 

tempat bekeija, didapati hasilnya sama dengan jawaban dari informan dan key 

informan adapun hasilnya sebagai berikut : 

Bahwa kenyamanan situasi tempat bekeija yang ada di Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau memang dirasakan nyaman selain dari kondisi ruangan 

yang tertata dengan baik serta fasilitas seperti ruangan yang menggunakan AC 

sebagai pendingin atau penyejuk ruangan bekeija para pegawai. Kemudian tata 

letak meja dan kursi sudah sesuai bidang keija yang ada, hal tersebut juga 

disebabkan karena adanya sikap saling menghargai antara pimpinan dan bawahan 

serta sikap menyadari dan mengetahui tentang tugas dan fungsi masing-masing 

pegawai yang bekeija di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

Di dalam menjalankan pekeijaan sehari-hari tidak perlu lagi adanya sikap 

saling curiga satu sama lain atau merasa paling tabu dalam menjalankan 

pekeijaan, sehingga mayoritas pegawai yang bekeija di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau merasa nyaman untuk bekerja sesuai dengan bidang kerja 
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masing-masing dan tanpa adanya rasa paksaan atau tekanan dari pihak manapun 

sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif serta pelayanan 

terutamanya yang berkaitan dengan masalah menindaklanjuti hasil temuan dari 

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap OPD yang terindikasi 

melakukan kesalahan secara administrasi serta melakukan monitoring dan 

evaluasi (monev) terhadap Laporan Hasil Pengawasan pada Organisasi Perangkat 

Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

b. Ada komunikasi antar pegawai dalam hal pekerjaan yang akan 

dikerjakan. 

Berdasarkan basil wawancara dengan masing-masing inforrnan memiliki 

tanggapan yang hampir sama mengenai ada komunikasi antar pegawai dalam hal 

pekeljaan yang akan dikeljakan merupakan bagian dari kemampuan 

menyesuaikan diri pegawai. Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh "1.3" mengenai ada komunikasi antar pegawai dalam hal pekeljaan 

yang akan dikerjakan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Adanya komunikasi antara pegawai satu dengan pegawai lainnya 
dalam menjalankan suatu peketjaan khususnya dalam satu bidang 
kelja yang sama, maka hal tersebut akan membuat pekeljaan cepat 
diselesaikan karena dengan berkomunikasilah pekeljaan yang 
sekiranya tidak dapat dilakukan oleh pegawai yang satu dapat 
diselesaikan oleh pegawai yang lainnya dalam satu bidang kerja, 
walaupun setidaknya hanya dalam bentuic saran dan masukan saja". 
(Rabu, 05 April 201 7). 

Kemudian dilakukan wawancara dengan "1.4" berkaitan dengan ada komunikasi 

antar pegawai dalam hal pekerjaan yang akan dikerjakan didapati hasilnya sebagai 

berikut : 
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"Peran komunikasi antar pegawai diharapkan dapat menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu, sesuai dengan proses pelayanan administratif 
di lingkungan OPD. Namun, masih sering terjadi miss communication 
yang disebabkan belum maksimalnya fungsi penyampaian informasi 
terpadu antar OPD. Begitu juga di kantor ini komunikasi antar 
pegawai yang ada di Inspektorat, merupakan hal yang penting karena 
pelaksanaan pekerjaan lancar apabila terjadi komunikasi yang lancar 
juga" . (Rabu. 05 April 201 7) . 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis mengenat 

adanya komunikas i antar pegawai dalam hal pekerjaan yang akan dikerjakan 

hasilnya sebagian besar informan menyatakan bahwa memang ada komunikasi 

yang dilakukan antar pegawai baik dalam satu bidang pekerjaan maupun antar 

bidang pekerjaan di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau ini, karena dengan 

adanya komunikasi yang lancar maka pekerjaan pun akan terlaksana dengan 

lancar. Seperti halnya dalam menjalankan pekerjaan pembuatan kebijakan 

rekomendasi untuk dilakukan pengumpulan berkas dokumen administrasi sesuai 

dengan pengeluaran anggaran yang telah dilaksanakan oleh kepada setiap OPD 

yang ada di Pemerintab Provinsi Kepulauan Riau, 

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi Juga diperlukan adanya 

efisiensi dan efektivitas khususnya wak'tu karena dalam melaksanakan pekerjaan 

pada umumnya Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau harus sesuai dengan target 

capaian waktu yang sudah ditentukan. Namun demikian, masih terdapat kendala 

berupa hambatan penyampaian komunikasi belum tepat sasaran, seperti terlihat 

dalam basil Berita Acara Pemeriksaan, karena terlewat, ada beberapa hal yang 

belum tertulis dengan baik. 

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan key in forman 

(K.epalainspektorat Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai 

berikut: 
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"Komunikasi merupakan hal yang sangat berperan dalam menjalankan 
pekerjaan dimanapun juga termasuk di Inspek:torat Provinsi 
Kepulauan Riau karena dengan komunikasi yang baik satu sama lain 
maka pekerjaan yang awalnya susah menjadi mudah yang awalnya 
tidak tahu menjadi tahu karena ada solusi dari pegawai lainnya yang 
lebih mengetahui terdahulu sehingga kita harus menjaga komunikasi 
satu sama lain secara seimbang dan proporsional pimpinan sebagai 
komunikator harus efektif pada serta memilik:i kemampuan 
komunikasi yang efektif, sehingga dapat merangsang parti sipasi 
orang-orang yang dipimpinnya. Pimpinan juga harus piawai dalam 
melakukan komunikasi baik komunikasi verbal maupun non verbal. 
Komunikasi verbal yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan 
tutur kata yang ramah, sopan, dan lembut. Komunikasi non verbal 
dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan konsep-konsep yang 
abstrak misalnya kebenaran, keadilan, etika, dan agama secara non 
verbal misal menggunakan bahasa tubuh. Untuk mengatasi masalah 
tersebut maka pimpinan harus meningkatkan kemampuan komunikasi 
yang efek:tif yang mencakup pemahaman komunikasi yang baik, iklim 
budaya pendukung organisasi, dan perhatian yang baik". (Sen in, I 0 
April 2017). 

Uraian hasil wawancara di atas, dapat dianalisis jawaban Key Informan 

(Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan memang ada 

komunikasi antar pegawai dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari di lnspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau karena peran dari komunikasi tersebut sangat luas bukan 

hanya bagi pegawai di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau saja melainkan dalam 

memberikan pelayanan yang berkaitan dengan tindak lanjut basil temuan BPK 

dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan, kegiatan Monev (Monitoring dan 

Evaluasi) setiap OPD, serta kegiatan lainnya yang bersifat pengawasan secara 

internal memerlukan adanya komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. 

Komunikasi antar pegawai yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau juga menentukan efektivitas kerja pegawai sebagai contoh nyata dilapangan 

apabila ada pegawai yang baru ditempatkan pada bidang tertentu di Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau dan pegawai yang bersangkutan tidak rnengetahui 
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prosedur kerja yang ada di bidang tersebut, maka secara otomatis peran 

komunikasi antara pegawai yang baru dengan pegawat yang lama sangat 

diperlukan guna mencari altematif atau solusi dalam menjalankan pekeijaan di 

bidang tersebut oleh pegawai yang baru setidaknya meminta petunjuk atau arahan 

kepada pegawai yang lebih senior tentang proses dan prosedur tata ked a yang ada 

di bidang tersebut. Oisamping itu berdasarkan observasi dan analisa yang 

dilakukan sewaktu penelitian di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengenai 

adanya komunikasi antar pegawai dalam hal pekedaan yang akan dikerjakan, 

didapati hasilnya sama dengan jawaban dari inforrnan dan key informan adapun 

hasilnya sebagai berikut : 

Berkaitan dengan adanya komunikasi antar pegawai dalam hal pekerjaan 

yang akan dikeijakan di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau memang hal 

tersebut ada dan tedadi di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau bukan hanya 

dalam satu bidang pekeijaan saja, komunikasi yang dilakukan antara pegawai 

tersebut juga dilaksanakan antara bidang peketjaan yang ada di Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau misalnya dalam bentuk monitoring tindak lanjut hasil 

pengawasart atas temuan BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 

Inspektorat Provinsi dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), keg1atan 

Monev (Monitoring dan Evaluasi) setiap OPD, serta pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu lainnya yang bersifat pengawasan secara internal selain itu dengan 

terbentuknya tim Satgas Saber Pungli yang merupakan program nasional dan 

dalam koordinasi tersebut memerlukan adanya komunikasi yang baik dan benar 

antar pegawai pada setiap instansi yang dilibatkan. Pada dasarnya komunikasi 

memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan pekedaan dimana 
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saja termasuk juga di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau sehingga tergantung 

bagaimana pegawai yang ada memaknai komunikasi tersebut dalarn menjalankan 

tugas pekerjaan di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

c. Mempunyai hubungan kerja sama yang profesional antara pimpinan 

dan pegawai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan memiliki 

tanggapan yang hampir sama mengenai mempunyai hubungan kerja sama yang 

profesionaJ antara pimpinan dan pegawai merupakan bagian dari kemampuan 

menyesuaikan diri pegawai. Berikut ini merupakan tanggapan ataujawaban yang 

diberikan oleh "1.5'' mengenai mempunyai hubungan kerja sama yang profesional 

antara pimpinan dan pegawai didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Jelas kita harus bekerja secara professional antara pirnpinan dan 
bawahan karena sudah jelas tupoksi masing-masing sehingga dalam 
menjalankan pekerjaan kita sudah tahu batas-batas pekerjaan karena 
dalam menjalankan pemerintahan kita tidak bias mandai-mandai 
karena konsekuensi yang akan di timbulkan dapat berdampak 
hukum". (Jumat, 07 April 2017). 

Kemudian dilakukan wawancara dengan "1.6" berkaitan dengan mernpunyat 

hubungan kerja sama yang profesional antara pimpinan dan pegawai didapati 

hasilnya sebagai berikut : 

"Dengan melakukan pekerjaan secara professional jelas berdampak 
kepada pelayanan publik yang optimal karena waktu dan proses 
pekerjaan sudah ditentukan sehingga masyarakat merasakan dampak 
pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang menjalankan pekerjaan 
secara professional tersebut tanpa adanya rasa keterpaksaan dalam 
menjalankan pekerjaan sehari-hari". (Jumat, 07 April 201 7). 

Uraian tersebut di atas, dapat di analisis dari hasil wawancara dengan 

informan rnengenai mempunyai hubungan kerja sama yang profesional antara 
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p1mpman dan pegawai hasilnya sebagian besar informan menyatakan bahwa 

memang profesionalitas dalam hubungan kerja antara p1mpman dan bawahan 

sangat diperlukan guna rnenunjang pelayanan publik yang di berikan oleh 

lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau dalarn memberikan pelayanan kesehatan 

kepada warga masyarakat Kota Tanjungpinang karena professional da lam 

rnenjalankan pekerjaan disini memiliki makna yang cukup luas dan salah satunya 

adalah babwa pegawai dan pimpinan di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

dalam menjalankan pekerjaan seperti menindaklanjuti hasil temuan BPK pada 

OPD yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu secepat mungkin 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan misalnya 15 hari ketja maka hal 

tersebut harus selesai diketjakan tanpa harus menunggu atau terkesan mengulur 

waktu sehingga hasil temuan tersebut dapat ditinjaklanjuti dengan efisien dan 

efektif sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kepala 

lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Seorang Pimpinan selalu berupaya untuk menjalankan pekerjaan 
secara profesional termasuk juga dalam menjaga bubungan ketja 
dengan staf yang ada di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau ini 
karena dengan adanya profesionalitas ketja maka pekerjaan yang akan 
dilaksanakan akan bersifat cepat dan tepat sehingga pelaksanaan 
peketjaan di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dapat betjalan 
sebagaimana mestinya". (Senin, I 0 April 201 7). 

Sehingga dapat dianalisis jawaban Key Jnforman (Kepala Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa memang telah berupaya 

semaksimal mungk.in untuk menjaga bubungan keija dan menjalankan pekeijaan 

secara professional sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena menindaklanjuti 

basil temuan BPK atau menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) harus 
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dilakukan dengan secepat mungkin sehingga memerlukan pegawai yang mampu 

bekerja secara efisien dan efektif dan mengedepankan prinsip-prinsip 

profesionaJitas kerja diantaranya adalah ketepatan waktu dalam menindaklanjuti 

laporan audit dari BPK, kedisiplinan ke~a pegawai dalam menjalankan pekerjaan 

tersebut dan hal-hal lainnya yang bersifat untuk mengefektifkan kerja pegawai di 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau karena dengan pegawai dan pimpinan 

mampu bekerja secara profesional maka OPD sebagai objek dari tugas dan fungsi 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau akan merasakan kepuasan pelayanan publik 

yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau secara maksimal dan hal 

tersebut membuktikan bahwa efektivitas kerja pegawai dalam menjalankan 

pekerjaan terutamanya dalam hal menindaklanjuti hasil audit BPK dapat berjalan 

dengan sebaik-baiknya berdasarkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau. 

Disamping itu berdasarkan observasi dan analisa yang dilakukan sewaktu 

penelitian di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengenai mempunyai 

hubungan kerja sama yang profesional antara pimpinan dan pegawai, didapati 

hasilnya sama dengan jawaban dari informan dan key informan adapun hasilnya 

sebagai berikut : 

Berkaitan dengan mempunyai hubungan kerja sama yang profesional 

antara pimpinan dan pegawai yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

memang haJ tersebut ada dan terjadi di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

karena dengan menjaga hubungan kerja secara profesional maka pegawai dan 

pimpinan tahu dan sadar akan batas-batas pekerjaan yang boleh dilakukan dan 

yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan koridor atau ketentuan peraturan yang 
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berlaku saat ini , dengan menerapkan dan mengedepankan asas profesiona litas 

kerja maka pegawai dan pimpinan dapat melakukan sinergi guna menciptakan 

kinerja aparatur negara yang sesuai dengan yang prima khususnya dalam 

menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang kerja yang ada pada 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

d. Pimpinan mampu mengeodalikan konflik antar pegawai dalam 

meojalankan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil wawaocara dengan masing-masing informan memiliki 

tanggapan yang hampir sama mengenai pimpinan mampu mengendalikan konflik 

antar pegawai dalam menjalankan pekerjaan merupakan bagian dari kemampuan 

menyesuaikan diri pegawai. Berikut iru merupakan tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh "1.7" mengenai pimpinan mampu mengendalikan konflik antar 

pegawai dalam menjalankan pekerjaan didapati hasilnya sebagai berikut : 

" Sepertinya di kantor ini belum ada terjadi konflik antar pegawai 
dalam hal menjalankan pekerjaan di masing-masing bidang karena 
pembagian tugas dan fungsi telah sesuai dengan bidang kerja masing
masing pegawai yang bersangkutan, Namun konflik lainnya di luar 
bidang pekerjaan, yaitu: Salah satu konflik antar individu dalam 
organisasi yang sama, dimana hal ini sering diakibatkan oleh 
perbedaan- perbedaan kepribadian. Konflik ini berasal dari adanya 
konflik: antar peranan (seperti antara manajer dan bawahan)". 
(Rabu,12 April 2017). 

Kemudian dilakukan wawancara dengan "1.8" berkaitan dengan pimpinan mampu 

mengendalikan konflik antar pegawai dalarn menjalankan pekerjaan didapati 

hasilnya sebagai berikut : 

"Kalau konflik kerja tidak pemah terjadi narnun konflik individu ada, 
itupun kalau hanya sekedar mempertahankan pendapat memang 
terkadang hal tersebut terjadi pada saat rapat antar bidang namun 
tentunya dapat dicarikan solusi pemecahan masalahnya dengan kepala 
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dingin serta mengedepankan win-win solution antar pihak yang sa ting 
bertahan dengan pendapatnya masing-masing". (Rabu, 12 April 20 17). 

Kemudian dapat dianalisis dari hasil wawancara dengan infom1an 

mengenai pimpinan mampu mengendalikan konflik antar pegawai dalam 

menjalankan pekerjaan hasilnya sebagian besar infonnan menyatakan bahwa 

memang tidak ada konflik keija yang teijadi di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau namun yang ada hanya perselisihan paham atau adu argumen dalam rapat-

rapat yang biasanya digelar oleh Kepala Inspektorat atau Inspektur Pembantu 

yang melibatkan pegawai antar bidang dan hal tersebut hanya berlangsung dalam 

situasi dan kondisi rapat tidak sampai keluar ruang rapat .karena biasanya hal 

tersebut di awali dengan miss persepsi dalam memaknai suatu persoalan yang di 

bahas dalam rapat dan tentunya hal tersebut dapat diselesaikan dengan 

menggunak:an asas kekeluargaan dan asas win-sin solution sehingga tidak 

menimbulkan konflik antar pegawai dalam menjalankan pekeijaan atau kebijakan 

yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kepala 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Penanganan konflik keija antar pegawai di Inspektorat Provinsi 
Kepulauan Riau ini belum pemah terjadi seperti percekcokan bahkan 
perkelahian antar pegawai karena masing-masing pegawai sudah sadar 
dan mengetahui porsi atau tupoksi yang mereka miliki masing
masing,Kalau hanya karena selisih paham pribadi ditangani dengan 
pendekatan kekeluargaan individu dengan pimpinan satu sama lain 
apalagi da1am kewajiban menjalankan tugas dan fungsi dalam 
menjalankan fungsi pengawasan". (Senin, 10 April 2017). 

Sehingga dapat dianalisis jawaban Key Informan (Kepala Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau selama ini tidak ada teijadi konflik keija antar pegawai dalam menjalankan 
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pekerjaan narnun yang ada hanya perselisihan paharn atau adu argumen ketika 

rapat diselenggarakan dan dipirnpin oleh Inspektur atau Inspektur Pernbantu 

Bidanglnspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan sifatnya masih dapat ditoleransi 

dan tidak sampai hal tersebut berlarut-larut hingga keluar ruang rapat dan hal 

tersebut lumrah teijadi disetiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mana pun 

tennasuk juga di [nspektorat Provinsi Kepulauan R.iau dan hal ini memerlukan 

kepiawaian seorang pimpinan dalam mengakomodir dan memilah pendapat, hasil 

masukkan atau saran ketika rapat kerja yang melibatkan pegawai antar bidang 

yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau secara seimbang dan profesional 

tentunya. 

Disamping itu berdasarkan observasi dan analisa yang dilakukan sewaktu 

penelitian di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengenai pimpinan marnpu 

mengendalikan konflik antar pegawai dalam menjalankan pekeijaan, didapati 

hasilnya sama dengan jawaban dari informan dan key informan adapun hasilnya 

sebagai berikut: 

Berkaitan dengan pimpinan mampu mengendalikan konflik antar pegawai 

dalam menjalankan pekerjaan yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

memang hal tersebut telah dimiliki oleh Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau, Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau serta lnspektur Pembantu 

Bidang yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau karena apabila terjadi 

konflik kerja antar pegawai tentu saja akan menganggu proses pelaksanaan 

pelayanan publik yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, dalam 

menjalankan pekerjaan sehari hari konflik kerja seperti percekcokan sampai 
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perkelahian antar pegawai dalam menjalankan pekerjaan memang tidak ada 

terjadinya di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

Namun yang terjadi konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang 

individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk 

melaksanakannya. Bila berbagai permintaan peketjaan saling bertentangan, atau 

bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Dan hanya 

sekedar adu argumen atau adu pendapat dalam rapat seperti contoh antara pegawai 

pada inspektur pembantu bidang I dengan pegawai inspektur pembantu bidang II 

berkaitan dengan prosedur mengenai menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan 

baik yang dilakukan oleh BPK ataupun oleh lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

dalam waktu secepat mungkin namun pegawai inspektur pembantu bidang II 

terkadang terbentur dengan adanya standar dan prosedur penerbitan rekomendasi 

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai inspektur pembantu bidang I 

tersebut dan sifatnya baku hal-hal seperti inilah yang memerlukan adanya 

pemecahan solusi a tau jalan keluar alternatif pemecahan masalah agar tidak saling 

menyalahkan antara pegawai satu bidang dengan bidang lainnya sehingga 

berdampak pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang efisien dan efektif. 

2. Prestasi kerja 

Prestasi ketja adalah suatu hasil ketja ang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan waktu yang dimiliki oleh 
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pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung 

jawab yang dibebankan kepadanya. Adapun indikatomya sebagai berikut : 

a. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesua i dengan yang direncana ka n. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing inforrnan tentang 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan 

merupakan bagian dari prestasi kelja. Berikut ini merupakan tanggapan atau 

jawaban yang diberikan oleh "!.9" mengenai menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu sesuai dengan yang direncanakan didapati hasilnya sebagai berikut: 

"Seorang pegawai berusaha sesuai dengan kemampuannya dalam 
menjalankan pekerjaan yang diberikan kepada setiap individu. Karena 
sudah merupakan tanggungjawab pegawai dalarn menjalankan 
pekerjaan tersebut sesuai dengan target waktu yang telah diberikan". 
(Rabu,12 April 2017). 

Kemudian dilakukan wawancara dengan "I.l " berkaitan dengan menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan didapati hasilnya sebagai 

berikut: 

"Berkenaan mampu atau tidaknya pegawai dalam menjalankan 
pekerjaan sesuai rencana yang telah ditetapkan hal tersebut terkadang 
tidak dapat diprediksi rnisalnya terkendala dengan listrik padam, 
komputer tiba-tiba terserang virus sehingga data-data pekeljaan 
rnenjadi hilang sehingga harus di buat ulang pekerjaan tersebut". 
(Senin, 03 April 2017). 

Sehingga dapat di analisis dari hasil wawancara dengan informan 

mengenai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan 

hasilnya sebagian besar inforrnan menyatakan bahwa memang sudah menjadi 

tanggung jawab pegawai yang bersangkutan dalam menyelesaikan tugas dengan 

tepat waktu namun terkadang ada saja kendala secara tiba-tiba seperti listrik 

padarn, komputer atau laptop yang digunakan terserang virus sehingga data yang 
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ada dalam komputer atau virus tersebut hilang dan mengharuskan pegawai yang 

bersangkutan untuk mengetik kembali pekerjaan tersebut yang tentunya memakan 

waktu yang lebih lama dari yang sudah ditargetkan dan hal-hal tersebut terkadang 

tidak dapat diprediksi dan mampu membuat pekerjaan yang seharusnya tepat 

waktu menjadi terlarnbat sehingga pelayanan publik pun menjadi terdampak 

karenanya. 

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kepala 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Sebagai pegawai kita semua wajib menjalankan pekerjaan secara 
tepat waktu karena sudah menjadi kewajiban kita rnenjalankan itu 
semuanya narnun kita juga terkadang mempunyai keterbatasan dalam 
menyelesaikan tugas tersebut dan hal itu secara tidak di sengaja 
misalkan tiba-tiba mati lampu dan kita belum sernpat menyimpan 
basil pengetikan pekerjaan tersebut sehingga harus di ketik ulang 
ketika lampu hidup kembali dan hal-hal seperti ini yang terkadang 
menghambat fungsi pelaksanaan pengawasan di kantor ini sekali lagi 
bukan faktor kesengajaan tapi faktor teknis saja". (Sen in, 1 OApril 
201 7). 

Sehingga dapat dianalisis jawaban Key Jnforman (Kepala lnspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau pegawai di wajibkan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketepatan 

waktu yang telah ditentukan dalam peraturan atau petunjuk pelaksanaan yang 

bersifat baku di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Narnun terkadang ada 

faktor teknis yang bukan merupakan faktor kesengajaan seperti pemadaman listrik 

secara tiba-tiba, kornputer atau laptop terserang virus atau komputer tidak bisa di 

hidupkan. Secara tiba-tiba maka hal-hal seperti inilah yang membuat pekerjaan 

yang sedang dilaksanakan oleh sebagian besar pegawai di lnspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau rnenjadi terhambat atau terkendala dalarn pencapaian target 

penyelesaiannya. 
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Disamping itu berdasarkan observasi dan analisa yang dilakukan sewaktu 

penelitian di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengenai menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, didapati hasilnya sama 

dengan jawaban dari informan dan key informan ada pun hasilnya sebagai berikut : 

Berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan 

yang direncanakan yang ada di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau memang hal 

tersebut terkadang tidak dapat diprediksi dan bukan berarti hal tersebut 

dikarenakan faktor kesengajaan oleh oknum pegawai yang ada di Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau namun terkadang hal tersebut disebabkan oleh faktor 

teknis di lapangan seperti gangguan jaringan komputer akibat lampu mati secara 

tiba-tiba sehingga harus dilakukan pengetikan kembali data-data pekerjaan karena 

pegawai yang bersangkutan belum sempat menyimpan data tersebut di dalam 

komputer tetapi karena listrik mati. 

Selain itu faktor virus pada komputer juga terkadang menjadi penghambat 

terselesaikannya pekerjaan pegawai Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan karena ftle-file atau data-data 

pekerjaan hilang atau di sembunyikan oleh virus pada komputer atau laptop 

pegawai yang bersangkutan, faktor-faktor ketidaksengajaan inilah yang sering 

menjadi penghambat pekerjaan pegawai sehingga tidak sesuai dengan rencana 

yang dikehendaki atau tidak sesuai target yang seharusnya dapat diselesaikan 

dalam waktu 2 hari menjadi 4 atau 5 hari kerja. 

b. Menguasai keahlian tertentu (bahasa asing, komputer) yang membantu 

dalam menyelesaikan tugas. 
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Berdasarkan basil wawancara dengan masing-masing informan tentang menguasai 

keahlian tertentu (bahasa asing, komputer) yang membantu dalam menyelesaikan 

tugas merupakan bagian dari prestasi keija. Berikut ini merupakan tanggapan atau 

jawaban yang diberikan oleh ''1.2" mengenai menguasai keahlian tertentu (bahasa 

asing, komputer) yang membantu dalam menyelesaikan tugas didapati hasilnya 

sebagai berikut : 

"Setiap pegawai yang rnemiliki keaWian tertentu seperti komputer dan 
bahasa Inggris, akan sangat membantu karena terkadang pedoman 
dalarn bekerja masih ada istilah-istilab rnenggunakan bahasa lnggris 
dan saat ini sistem informasi manajemen berbasis komputer sehingga 
jika ada pegawai yang menguasai hal tersebut maka pekerjaan yang 
ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau akan lebih cepat dan tepat 
dalarn menyelesaikannya". (Senin, 03 Apri/2017) . 

Kemudian dilakukan wawancara dengan "I.3" berkaitan dengan menguasa1 

keahlian tertentu (bahasa asing, komputer) yang membantu dalam menyelesaikan 

tugas didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Ada beberapa pegawai yang mempunyai keahlian di bidang bahasa 
asing dan komputer karena pegawai tersebut akan lebih mudah dalam 
menjalankan pekerjaan kbususnya di bidang pengawasan dan sub 
bagian perencanaan program karena banyak istilah asing dan juga 
lebih banyak menggunakan komputer dalam melakukan 
pekeijaannya". (Rabu, 05 Apri/ 2017). 

Sehingga dapat di analisis dari hasil wawancara dengan informan 

mengenai menguasai keahlian tertentu (bahasa asing, komputer) yang membantu 

dalam menyelesaikan tugas hasilnya sebagian besar informan menyatakan bahwa 

memang ada beberapa pegawai yang mempunyai keahlian dalarn bidang bahasa 

asing seperti bahasa inggris, bahasa latin yang biasanya digunakan dalam istilah 

pengawasan yang merujuk pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik (good governance) serta keahlian dalarn mengoperasionalisasikan 

komputer berbasis sistem informasi manajemen atau aplikasi tertentu seperti pada 
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masing-masing bidang dan sub bagian perencanaan dan penyusunan program di 

lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat mempennudah 

terselesaikannya tugas dan fungsi masing-masing pekerjaan yang di bidangi oleh 

pegawai yang bersangkutan. 

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kepala 

lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Menurut sepengetahuan pimpinan, memang ada beberapa pegawai 
yang ada di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau yang mernpunyai 
keahlian dalam hal penguasaan bahasa asing dan juga komputer 
seperti pada inspektur pembantu bidang dan sub bagian perencanaan 
dan penyusunan program serta sub bagian keuangan karena banyak 
istilah pengawasan atau program komputer yang menggunakan bahasa 
asing seperti bahasa inggris dan bahasa latin sehingga diperlukan 
pegawai yang mempunyai kahlian di kedua bidang tersebut" . (Senin, 
JOApri/ 2017). 

Sehingga dapat dianalisis jawaban Key Jnforman (KepaJa Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa memang ada beberapa pegawai 

yang ditempatkan pada pegawai inspektur pembantu bidang, serta sub bagian 

perencanaan dan penyusunan program dan sub bagian keuangan yang mempunyai 

keahlian dalam menguasai bahasa asing dan komputer berbasis aplikasi tertentu 

sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan yang ada di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau secara efisien dan efektif. 

Disamping itu berdasarkan observasi dan analisa yang dilakukan sewaktu 

penelitian di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengenai menguasai keahlian 

tertentu (bahasa asing, komputer) yang membantu dalam menyelesaikan tugas, 

didapati hasilnya sama dengan jawaban dari infonnan dan key informan adapun 

hasilnya sebagai berikut : 
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Berkaitan dengan menguasai keahlian tertentu (bahasa asing, komputer) 

yang membantu dalam rnenyelesaikan tugas yang ada di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau memang hal tersebut ada dan penempatan pegawai yang 

rnempunyai keahlian dalam penguasaan bahasa asing seperti bahasa inggris dan 

bahasa latin pada bidang pengawasan hal tersebut dikarenakan pada kedua bidang 

tersebut kebanyakannya banyak menggunakan istilah berbahasa inggris dan 

bahasa latin khususnya dalam istilah pengawasan dan laporan hasil perneriksaan 

khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan selain itu untuk pegawai yang 

rnempunyai keahlian komputer di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau pada 

umurnnya ditempatkan pada sub bagian perencanaan dan penyusunan program 

serta sub bagian keuangan karena pada sub bagian tersebut pada urnurnnya lebih 

banyak menggunakan komputer atau laptop dalam menjalankan pekerjaannya 

sehingga efektivitas kerja pegawai di masing-masing bidang atau sub bagian dapat 

terlaksananya dengan baik dan benar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah 

ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

c. Hadir dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan basil wawancara dengan masing-masing informan tentang hadir 

dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan merupakan bagian dari 

prestasi kerja. Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh 

"1.5'' mengenai hadir dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Berusaha untuk tepat waktu untuk datang ke kantor sesuai ketentuan 
jam kantor yakni jam 08.00 WIB tapi kadang ada saja kendala seperti 
hujan lebat dan ban motor bocor sampai dengan harus mengantar anak 
ke sekolah dan kalau untuk pulang bukan rahasia umum lagi kadang 
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sebalum jam 15.00 WIB kantor sudah kosong apalagi pada hari 
Jumat". (Jumat, 07 April 2017). 

Kemudian dilakukan wawancara dengan "1.6" berkaitan dengan hadir dan pulang 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan didapati hasilnya sebagai berikut: 

"Peraturan waktu masuk kantor biasanya dimulai jam 08.00 WIB tapi 
tak semua pegawai bisa datang tepat waktu karena berbagai alasan 
mulai alasan klasik yakni pergi ke pasar belanja dulu, ngantar a nak 
sekolah, terjebak hujan sehingga tak jarang banyak pegawai yang 
terlambat datang ke kantor ini selain itu untuk jam pulang kantor 
memang pukul 16.00 WIB namun banyak pegawai yang sudah pulang 
sebelum waktunya dengan alasan jemput anak sekolah, ada kegiatan 
di rumah dan lain-lain" . (Jumat, 07 Apri/201 7). 

Serungga dapat di analisis dari hasil wawancara dengan inforrnan 

mengenai hadir dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan hasilnya 

sebagian besar informan menyatakan bahwa dalam ketepatan waktu untuk hadir 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut bel urn bisa terlaksana 

dengan baik karena sebagian besar pegawai rnemiliki alasan tertentu sehingga 

terlarnbat datang ke kantor diantaranya adalah rnengantar anak sekolah, terjebak 

hujan dan lain sebagainya. 

Permasalahan tersebut membuat sebagian besar pegawai yang ada di 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengalami keterlambatan untuk datang ke 

kantor dan tidak sesuai ketentuan jam kantor tersebut dan untuk pulang sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan rata-rata pegawai yang ada di Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau belum bisa menjalankan pekerj aan dengan tepat waktu, 

karena sebelum pukul 16.00 WIB sebagian besar pegawainya sudah banyak yang 

pulang dengan alasan tertentu sehingga hal tersebut jika dibiarkan terns menerus 

maka bisa menjadikan disiplin kerja pegawai menjadi menurun setiap waktunya 
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dan hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap efektivitas kerja yang kurang 

memuaskan. 

Disamping itu di lakukan wawancara dengan key informan (Kepala 

lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Berbicara tentang masalah disiplin kerja ini, memang agak riskan, 
tetapi saya menanggapinya hal tersebut memang perlu dilaksanakan 
secara menyeluruh dan saya melihat bahwa pegawai Inspektorat 
Provinsi Kepulauan Riau ini sebagian besar telah menjalankan tupoksi 
nya dengan maksimal namun tak dapat di pungkiri jika masih ada di 
temui beberapa pegawai yang datang tidak tepat waktu dan ketika 
belum memasuki jam pulang kerja mereka justru pulang kantor dan 
tak kernbali Lagi ke kantor sehingga pelayanan di lnspektorat Provinsi 
Kepulauan Riau menjadi terkendala, namun saya sudah memberikan 
teguran dan bahkan peringatan terhadap yang bersangkutan agar tidak 
melakukan hal tersebut lagi terutamanya di hari Jum'af'. (Senin, 10 
April 201 7). 

Sehingga dapat dianalisis jawaban Key Jnforman (K.epala Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa dalarn pelaksanaan tugas dan fungsi 

pegawai yang bekerja di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau tersebut tidak 

jarang terjadi keterlambatan untuk datang ke kantor sesuai ketentuan yang berlaku 

karena mayoritas pegawai di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau bertempat 

tinggal tidak disekitar kantor melainkan jarak yang harus ditempuh sekitar 5 Km 

bahkan 15 K.rn sehingga jika ada kendala seperti ban bocor, hujan lebat dan hal-

hal lain sehingga menyebabkan pegawai datang terlambat, namun jika alasan 

tersebut rnasih bisa diterima oleh logika Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau maka hal tersebut bisa diberikan toleransi. 

Untuk pegawai yang pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

belum bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya walaupun sebenamya sudah 

ada peringatan ataupun teguran dari Kepa]a Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, 

namun sepertinya hal tersebut dipandang sebelah mata oleh sebagian besar 
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pegawai sehingga banyak yang mengabaikan arahan dari Kepala lnspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau untuk pulang kantor sesuai ketentuan jam kantor yang 

ada yakni pukul 16.00 WIB, selain itu pegawai yang sering pulang kantor dengan 

tidak tepat waktu tersebut mempunyai banyak alasan seperti harus menjemput 

anak pulang dari sekolah, mengantar anak pergi ketempat les belajar, dan alasan 

lain-lain yang terlihat klasik namun sering dilaksanakan sehingga mengakibatkan 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau menjadi kosong di tinggal pegawai padahal 

waktu menjalankan pekerjaan sesuai aturan kantor sampai dengan pukul 16.00 

WIB. 

Disarnping itu berdasarkan observasi dan analisa yang dilakukan sewaktu 

penelitian eli Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengenai hadir dan pulang 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, didapati hasilnya sama dengan 

jawaban dari inforrnan dan key informan adapun hasilnya sebagai berikut: 

Berkaitan dengan hadir dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau pada kenyataanya 

belum bisa terlaksana dengan tepat waktu karena beberapa faktor diantaranya 

faktor kesengajaan dari pegawai seperti mengantar anak ke sekolah, belanja 

kepasar, atau alasan jarak tempuh yang cukup jauh dari rurnah ke kantor yang 

bersangkutan dan juga faktor ketidaksengajaan akibat gangguan cuaca seperti 

hujan lebat, ban bocor serta terjadi kemalangan yang menimpah pegawai tersebut. 

Peneliti menginterpretasi sewaktu Penelitian di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau mengenai jam masuk kerja pukul 08.00 WIB selain itu pada 

pulang sesuai jadwal yang telah ditetapkanpada kenyataanya belum bisa 

terlaksana dengan tepat waktu dirnana pegawai yang ada baik PNS ataupun PTT 

43280.pdf



78 

yang ada di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau terkadang pulang sebelum jam 

kantor selesai dengan beberapa alasan yang sangat umum seperti harus 

menjemput anak, rnengikuti arisan, belanja untuk masak bagi pegawai perempuan 

dan bagi pegawai yang laki-laki biasanya ada kegiatan rutin seperti jadwal 

olahraga, service kendaraan dan lain-lain seharusnya hal tersebut tidak boleh 

berlaku karena sebagai pegawai harus mernatuhi tata tertib kedisiplinan yang ada 

di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau tersebut. 

Hal ini mernbuktikan bahwa disiplin pegawai di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau didapati hasilnya belurn optimal dari segi mentaati jam pulang 

kerja, atau dalam arti pegawai yang seharusnya melaksanakan pekeijaan sesuai 

dengan bidang keija masing-masing secara efisien dan efektif justru terkesan 

melakukan pembiaran terhadap pekeijaannya tersebut dan hal ini tentunya 

bertentangan dengan pelaksanaan disiplin kerja pegawai yang merupakan bagian 

dari penilaian berbasis kineija seperti yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. 

d. Mengikuti standar prosedur kerja yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan berkaitan 

dengan mengikuti standar prosedur keija yang ada merupakan bagian dari prestasi 

kerja. Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh "I.7'' 

mengenai mengikuti standar prosedur kerja yang ada didapati hasilnya sebagai 

berikut : 

"Seorang pegawai dalam menjalankan pekerjaan hams sesuai dengan 
prosedur kerja yang ada seperti halnya dalam mernberikan 
rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap OPD masing-masing yang 
ada di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tersebut apabila 
lengkap maka kita berikan rekomendasi namun apabila kurang 
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lengkap maka kita sarankan agar diJengkapi terlebih dahuJu agar tidak 
menimbuJkan permasalahan dikemudian hari". (Rabu, 12April 201 7). 

Kemudian dilakukan wawancara dengan "!.8" berkaitan dengan mengikuti standar 

prosedur kerja yang ada didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Jelaslah dalam menjalankan pekerjaan apalagi berkaitan dengan 
pengawasan serta pemberian rekomendasi laporan hasil pemeriksaan 
maka standar prosedur kerja harus dipenuhi agar tidak terjacli 
kesalahpahaman antara pegawai dengan masyarakat apalagi berkenaan 
dengan kesehatan yang sifatnya sangat krusial". (Rabu, 12April 201 7). 

Selanjutnya peneliti interpretasi dari hasil wawancara dengan informan 

mengenai mengikuti standar prosedur kerja yang ada hasilnya sebagian besar 

informan menyatakan bahwa memang hal tersebut harus diikuti dan dilaksanakan 

sebagai wujud nyata komitmen Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dalam 

menjalankan visi dan misinya guna mencapai rencana dan tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Selain itu standar prosedur kerja merupakan kewajiban 

yang harus dilakukan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara langsung dan berkai tan dengan pengawasan tentunya harus jelas prosedur 

serta syarat-syarat yang harus dilengkapi terutamanya oleh pemohon. 

Dalam hal ini warga masyarakat agar dikemudian hari tidak terjadi 

kesalahpahaman yang berdampak secara huku.m karena masalah kesehatan ini 

biasanya sangat riskan dengan permasalahan hukum seperti akibat keterlambatan 

penyampaian hasil laporan hasil pemeriksaan karena tidak adanya surat 

rekomendasi dari Inspektorat Provinsi KepuJauan Riau hal ini tentunya perlu 

disikapi dengan bijaksana baik oleh pegawai Inspektorat Provinsi KepuJauan Riau 

maupun oleh warga masyarakat Kota Tanjungpinang agar dapat melengkapi 

syarat-syarat permohonan untuk rekomendasi menindaklanjuti Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) dari BPK, Inspektorat Jenderal Kemdagri, Inspektorat 
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Provinsi terhadap hasil audit yang dilaksanakan kepada seluruh OPD di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kepala 

[nspektorat Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Dalam menjalankan pekerjaan apapun pegawai harus berdasarkan 
standar prosedur kerja yang jelas karena jika tidak akan rnenimbulkan 
permasalahan akibat dari tidak mengikuti standar prosedur kerja yang 
jelas tersebut baik berupa teguran, peringatan, hingga sanksi 
administratif maupun sanksi hukuman denda dan bahkan pidana jika 
melakukan kesalahan yang fatal, dan khusus di Inspektorat Provinsi 
Kepulauan Riau ini saya selalu menghimbau agar pegawai yang ada 
dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar prosedur kezja 
yang ada agar segala sesuatunya dapat bezjalan dengan lancar". 
(Sen in, 10 April 20 17). 

Sehingga dapat dianalisis jawaban Key Jnforman (Kepala Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau pegawai di wajibkan atau di haruskan untuk rnenjalankan pekerjaan sesuai 

dengan standar prosedur kezja yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

karena jika tidak rnengikuti standar prosedur kerja yang baik dan benar di 

khawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik bagi pegawai yang 

bersangkutan ataupun organisasi atau Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau tempat 

pegawai tersebut bekerja karena pelayanan pengaduan masyarakat itu sangat 

riskan dan sensitif bergesekan dengan masalah hukum apabila terjadi perselisihan 

paham antara pegawai Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dengan warga 

masyarakat dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan baik secara internal 

rnaupun eksternal oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

Disamping itu berdasarkan observasi dan analisa yang dilakukan sewaktu 

penelitian di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengenai mengikuti standar 
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prosedur kerja yang ada, didapati hasilnya sama dengan jawaban dari inforrnan 

dan key informan adapun hasilnya sebagai berikut : 

Berkaitan dengan mengikuti standar prosedur kerja yang ada dj Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau memang hal tersebut telah dilaksanakan oleh hampir 

sel uruh pegawai yang bekerja di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau karena hal 

tersebut merupakan bagian dari menjalankan tugas dan fungsi mereka disetiap 

bidang rnasing-masing, selain itu di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau sebagian 

besar pegawainya berprofesi sebagai auditor, rumana auditor dalam menjalankan 

praktek keijanya harus sesuai dengan standar dan prosedur keija yang bersifat 

mengikat dan hal tersebut juga akan berpengaruh kepada efektivitas kineija 

pegawai sebagian besar pegawai yang bekerja di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya kemudian di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau juga menjalankan tugas dan fungsinya pun harus sesuai dengan 

standar dan prosedur serta ketentuan yang berlaku karena hal tersebut sedikit atau 

banyaknya akan langsung dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

3. Kepuasan kerja. 

Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau 

pekerjaannya dalarn organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka 

mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan 

dan organisasi tern pat mereka berada. Adapun indikatomya sebagai berikut : 
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a. Tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan tentang 

tugas yang diberikan sesuai dengan kemarnpuan merupakan bagian dari kepuasan 

kerja. Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh "1.1 " 

mengenai tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan didapati hasi lnya 

sebagai berikut : 

"Sepengetahuan setiap pegawai mernpunyai tugas yang diberikan oleh 
atasan kepada pegawai yang ada di bidang-bidang kerja di lnspektorat 
Provinsi Kepulauan Riau ini telah sesuai dengan kernarnpuan kerja 
pegawai masing-masing dan hampir dapat dikatakan pekerjaan dapat 
terselesaikan dengan baik". (Sen in, 03 April 20 17). 

Kemudian dilakukan wawancara dengan "1.2" berkaitan dengan tugas yang 

diberikan sesuai dengan kemampuan didapati basilnya sebagai berikut : 

"Pekerjaan yang ada pada bidang keija masing-masing selarna tru 
dapat dikerjakan oleh pegawai yang ada di bidang kerja tersebut 
sebingga dalam hal ini pegawai yang ada di Inspektorat Provinsi 
Kepulauan Riau telah mempunyai kemarnpuan dalam berkerja sesuai 
tupoksi yang ada pada bidang keija masing-masing". (Senin, 03 April 
201 7). 

Sehingga dapat di analisis dari basil wawancara dengan infonnan 

mengenai tugas yang diberikan sesuai dengan kemarnpuan hasilnya sebagian 

besar informan menyatakan bahwa memang pegawai yang berkeija di lnspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau telah mernpunyai kemampuan berkeija sesuai dengan 

bidang kerja masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan pegawai 

dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam menjalankan fungsi 

pengawasan baik secara vertikal maupun horizontal. 

Begitu juga pada sub bagian keuangan dimana pegawai pada sub bagian 

keuangan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau rnernpunyai tugas dan fungsi 

dalam hal keuangan termasuk sistem dan proses penggajian baik untuk Pegawai 
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Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetapffenaga Harian Lepas serta 

kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pennasalahan pengelolaan keuangan di 

lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan hal-hal tersebut merupakan bagian kecil 

dari kemampuan pegawai yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dalam 

menjalankan pekeijaan sesuai dengan bidang keija masing-masing. 

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kepala 

lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Peraturan dalam Tupoksi sudah dipahami oleh masing-masing 
pegawai yang ada di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau bahwa 
arahan tugas yang diberikan oleh atasan disetiap sub bagian atau 
bidang kerja dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin 
serta dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lnspektorat 
Provinsi Kepulauan Riau" . (Senin, 10 Apri/201 7). 

Sehingga dapat dianalisis jawaban Key Jnforman (Kepala Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa sebagian besar pegawai yang 

bckerja di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau rata-rata telah mengetahui dan 

memahami tugas yang diberikan oleh atasan mereka masing-rnasing. Sehingga 

pekeijaan yang diberikan oleh atasan pada bidang kerja atau sub bagian kerja 

tertentu di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau ini dapat dikeijakan secara efisien 

dan efektif. 

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang diberikan kepada orgarusas1 

perangkat daerah dapat dirasakan dampak nyatanya bagi seluruh orgarusas1 

perangkat daerah secara langsung tentunya selain itu dengan pekerjaan yang 

disesuaikan dengan kemampuan. Hal terse but juga rnengindikasikan bahwa 

pimpinan atau atasan mengetahui batas kemampuan kerja staf nya sehingga porsi 

atau jumlah pekerjaan dapat disesuaikan dan tentunya staf yang bersangkutan 

didalarn menjalank.an pekerjaan tidak mengalami stress kerja yang rnenimbulkan 
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rasa gugur kewajiban saja dalam menjalankan pekerjaan di lnspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

pengawasan efektivitas keda pegawai terganggu nantinya. 

Disamping itu berdasarkan observasi dan analisa yang dilakukan sewaktu 

penelitian di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengenai tugas yang diberikan . 
sesuai dengan kemampuan, didapati hasilnya sama dengan jawaban dari in forman 

dan key informan adapun hasilnya sebagai berikut : 

Berkrutan dengan tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan 

memang hal tersebut telah diketahui dan dipahami oleh pimpinan atau atasan dari 

masing-masing pegawru atau staf yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau di dalam memberikan beban keija pada sub bagian kerja atau bidang kerja 

yang ada secara seimbang. Karena jika beban kerja tidak disesuaikan dengan 

kemampuan keija pegawai yang ada maka akan menimbulkan rasa kecewa atau 

stress kerja dan hal tersebut berdampak kepada ketidakefektifan keija pegawai 

sehingga pegawru di dalam menjalankan pekerjaan hanya sekedar gugur 

kewajiban saja tanpa ada rasa ikhlas dan senang hati dalam bekeija. 

Namun dampak yang ditimbulkan adalah rendahnya pelayanan publik 

kurang berjalan dengan sebagrumana mestinya dan masyarakat juga yang 

dirugikan. Jika hal tersebut terjadi namun dalam kenyataannya tugas atau beban 

kerja yang diberikan oleh atasan atau pimpinan pada pegawai yang ada di 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau telah sesuai dengan kemampuan masing-

masing keija pegawai baik yang ada pada sub bagian atau bidang keija di 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 
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b. Atasan mempertimbangkan saran dan masukkan pegawai yang bersifat 

konstruktif dalam memberikan pekerjaan kepada setiap pegawai 

(keadilan dalam kompetensi). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing inforrnan berkaitan 
<· 

dengan atasan rnempertimbangkan saran dan masukkan pegawai yang bersifat 

konstruktif dalarn memberikan pekeijaan kepada setiap pegawai (keadilan dalam 

kompetensi) merupak:an bagian dari kepuasan keija. Berikut ini rnerupakan 

tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh "I.3" mengenai atasan 

mempertimbangkan saran dan masukkan pegawai dalam memberikan pekerjaan 

kepada setiap pegawai (keadilan dalarn kornpetensi) didapati hasilnya sebagai 

berikut : 

"Apabila saran dan masukkan yang diberikan oleh pegawai atau staf 
tersebut memang bersifat membangun dan positif bagi lnspektorat 
Provinsi Kepulauan Riau, kenapa tidak diterima dan dicoba 
dilaksanakan derni kelancaran pelayanan publik dan efektivitas kerja 
pegawai pacta umumnya". (Rabu, 05 Apri/201 7). 

Kemudian ditakukan wawancara dengan "I.4" berkaitan dengan atasan 

mempertimbangkan saran dan masukkan pegawai yang bersifat konstruktif 

dalam memberikan pekerjaan kepada setiap pegawai (keadilan dalam kompetensi) 

didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Setiap pegawai dapat menilai bahwa sebagian pimpinan di 
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau sudah objektif dan dernokratis 
dalam bersikap sehingga tidak mernaksakan kehendak pribadi dalam 
memberikan arahan atau pekerjaan kepada staf namun apabila ada 
saran dan masukkan dari staf yang sifatnya positif maka saran dan 
masukkan dari staf tersebut akan dibahas bersama dalam rapat dan 
jika dirasakan berrnanfaat akan diterapkan saran dan rnasukkan staf 
tersebut". (Rabu, 05 Apri/2017). 

Sehingga dapat di analisis dari hasil wawancara dengan informan 

mengenai atasan mempertimbangkan saran dan masukkan pegawai yang bersifat 
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konstrukti f dalam memberikan pekerjaan kepada setiap pegawai (keadilan dalam 

kompetensi). Hasilnya sebagian besar informan menyatakan bahwa memang 

sebagian besar atasan seperti lnspektur Pembantu Bidang, Kepala Seksi dan 

Kepala Sub Bagian yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau termasuk 

Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan pekerjaan di 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau telah mempunyai cara berpikir dan bertindak 

yang bersifat objektif dan demokratis, termasuk dalam mempertimbangkan saran 

dan masukkan dari pegawainya yang bersifat positif dan konstruktif (membangun) 

demi kelancaran pelayanan publik dan efektivitas kerja pegawai dalam 

menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau. 

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kepala 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Sebagai salah satu pimpinan di dinas ini saya dan juga rekan-rekan 
pimpinan lainnya telah berusaba se-obyektif dan se-demokratis 
mungkin sesuai ketentuan yang ada dalam menjalankan pekerjaan 
termasuk dalam menerima saran dan masukkan dari staf yang bersifat 
membangun dan dan berguna dalam meningkatkan efektivitas kerja 
dan juga memberikan pelayanan publik secara prima guna 
merealisasikan visi dan misi lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau". 
(Senin, 10 April 2017). 

Sehingga dapat dianalisis jawaban Key lnforman (Kepala lnspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa sebagian besar pimpinan di 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dari lnspektur Pembantu Bidang, Kepala 

Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

pemah menerima saran dan masukkan pegawai atau staf di masing-masing bidang 

kerjanya dan saran serta masukkan tersebut bersifat membangun dan positif serta 

dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai dalam memberikan pelayanan 
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publik pada sektor pengawasan bagi Organisasi Perangkat Daerah di 

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau baik secara Iangsung maupun tidak 

langsung di Kota Tanjungpinang. Karena terkadang dalam pembahasan kegiatan 

pimpinan tidak dapat memutuskan suatu kebijakan tertentu sehingga memerlukan 

saran atau masukkan dari peserta rapat termasuk kepada staf atau pegawai yang 

ada di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan hal tersebut merupakan bagian 

dari pelibatan pegawai dalam menjalankan tugas pekerjaan. Dengan demikian, 

kepuasan kerja dapat dirasakan oleh pegawai dan hal itu merangsang pegawai 

untuk bekerja lebih giat dan semangat karena merasa keberadaan serta 

keterlibatannya dalam bekerja di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau diakui dan 

ada pengakuan akan hal tersebut dari pimpinan pada masing-masing bidang kerja 

yang ada. 

Disamping itu berdasarkan observasi dan analisis yang dilakukan sewaktu 

penelitian di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengenat atasan 

mempertimbangkan saran dan masukkan pegawai yang bersifat konstruktif 

dalam memberikan pekerjaan, didapati hasilnya sama dengan jawaban dari 

informan dan key informan adapun hasilnya sebagai berikut: 

Berkaitan dengan atasan mempertimbangkan saran dan masukkan 

pegawai yang bersifat konstruktif dalarn memberikan pekerjaan kepada setiap 

pegawai (keadilan dalam kompetensi) memang hal tersebut telah dilakukan oleh 

sebagian besar pimpinan yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mulai 

dari level Staf, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional/Auditor, Kepala Sub 

Bagian, Inspektur Pembantu Bidang, bahkan Kepala Inspektorat (Inspektur) di 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau terutama dalam pembahasan kegiatan pada 
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acara rapat internal/Pelatihan Kantor Sendiri di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau. Dimana pada waktu tertentu masing-masing pimpinan tidak dapat menarik 

kesimpulan atau memutuskan suatu kebijakan dalam pembahasan kegiatan keija 

tersebut sehingga memerlukan saran dan masukkan dari peserta rapat lainnya. 

Peranan staf atau pegawai yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau baik yang berstatus staf PNS/ASN ataupun staf yang berstatus Pegawai 

Tidak Tetap atau Tenaga Harian Lepas namun saran dan masukkan dari staf atau 

pegawai tersebut dapat mencairkan suasana ketegangan dalam rapat pembahasan 

kegiatan kerja tersebut dan bahkan memunculkan ide atau gagasan pemecahan 

serta solusi, sehingga dapat diputuskan suatu kebijakan yang bermanfaat bagi 

semua pihak, maka hal tersebut tidak segan-segan dilakukan oleh pimpinan di 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau karena tujuan diadakannya rapat kerja secara 

internal tersebut. Namun keputusan terakhir tetap dalam kebijakan pimpinan. 

Berdasarkan informasi dan analisa yang dilakukan sewaktu penelitian 

adalah untuk menciptakan efektivitas kinerja pegawai serta memberikan 

pelayanan secara prima terutama pelayanan pengaduan masyarakat/publik yang 

berkaitan dengan masalah pengawasan baik secara internal maupun eksternal di 

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. 

c. Setiap pegawai diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalamao 

atau peningkatao kemampuan misalnya pendidikan dan pelatihan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-rnasing informan berkaitan 

dengan setiap pegawai diberikan kesempatan untuk rnemperoleh pengalaman atau 

peningkatan kemampuan misalnya pendidikan dan pelatihan merupakan bagian 

dari kepuasan kerja. Berikut ini rnerupakan tanggapan atau jawaban yang 
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diberikan oleh "1.5'' mengena1 setiap pegawai diberikan kesempatan untuk 

memperolch pengalaman atau peningkatan kemampuan misalnya pendidikan dan 

pe latihan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Beberapa pegawai pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan 
tentang pengembangan sumber daya manusia beberapa tahun lalu di 
Jakarta, dan biasanya kegiatan pendidikan dan pelatihan hanya 
diperuntukkan untuk pegawai yang berstatus ASNIPNS saja dengan 
dilampirkannya Suat Keputusan". (Jumat, 07 April 2017) . 

Kemudian dilakukan wawancara dengan "16" berkaitan dengan setiap pegawai 

diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman atau peningkatan 

kemampuan rnisalnya pendidikan dan pelatihan didapati basilnya sebagai berik:ut : 

"Untuk di bidang kerja saya memang pimpinan memberikan 
kesempatan kepada saya untuk mengikuti diklat, karena manfaat dari 
diklat tersebut memang berguna bagi saya dalam menjalankan 
pekeijaan, namun masih dirasakan bahan pelatihan belum 
ditingkatkan tingkat (upgrade) sehingga belum memberikan hasil 
yang maksimal". (Jumat, 07 April 201 7). 

Sehingga dapat di analisis dari basil wawancara dengan infonnan 

mengenai setiap pegawai diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman 

atau peningkatan kemampuan misalnya pendidikan dan pelatihan hasilnya 

sebagian besar informan menyatakan pemab mengikuti pendidikan dan pelatihan 

yang berguna dalam menunjang pekerjaan pegawai di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau baik yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi 

Kepulauan Riau, ataupun di Tingkat Pusat. Bahkan ada yang pemah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh daerah lain seperti di Jakarta, 

Ciawi ataupun oleh instansi terkait lainnya dan hasil dari pendidikan dan pelatihan 

pengembangan sumber daya manusia tersebut dapat mereka aplikasikan di bidang 

pekerjaan mereka masing-masing khususnya dalam memberikan pelayanan di 

bidang pemeriksaan/pengawasan dan pengauditan yang maksimal dalam hal ini 
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Juga dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawa1 di lnspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key mforman (K.epala 

lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Mengenai hal tersebut setahu saya rata-rata pegawai pada Inspektorat 
Provinsi Kepulauan Riau ini pemah rnengikuti pendidikan dan 
pelatihan khususnya pengembangan sumber daya manusia baik yang 
dilaksanakan sewaktu me reka sebelum bertugas disini ataupun sudah 
bertugas disini , karena dengan pengetahuan mengenai pengembangan 
sumber daya manusia mereka dapat memahami dan mengerti tentang 
tugas dan fungsi mereka sebagai aparatur pemerintahan saat ini". 
(Senin, 1 OApril 20 17). 

Sehingga dapat dianalisis jawaban Key Informan (Kepala Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa rata-rata keseluruhan pegawai yang 

bertugas pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau hampir sernuanya pemah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengembangan sumber daya manusia, 

keuangan, pelayanan kesehatan dan lain-lain.Sehingga mereka dapat 

mengaplikasikan dari teori atau materi yang mereka dapat sewaktu mengikuti 

pendidikan dan pelatihan dengan praktek kerja di bidang kerja masing-masing 

pegawai khususnya dalarn mewujudkan visi dan misi yang ada di Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau. 

Disamping itu berdasarkan observasi dan analisa yang dilakukan sewaktu 

penelitian di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mengenai setiap pegawai 

diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalarnan atau peningkatan 

kemampuan m.isalnya pendidikan dan pelatihan, didapati hasilnya sama dengan 

jawaban dari informan dan key informan adapun hasilnya sebagai berikut: 

Bahwa semua pegawai yang ada pada Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
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masing karena hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab mereka. Selain itu juga 

dikarenakan fak1:or keahlian atau penga laman dalam mengikuti pendidikan dan 

pelatihan baik yang diselenggarakan oleh lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

sendiri ataupun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan pada Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lnspektorat Jenderal 

Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 

Selain itu ada juga diktat yang diselenggarakan oleh institusi lainnya 

berkaitan dengan keuangan dan asset pemerintah yang perlu dilakukan proses 

pengawasan atau audit dalam rangka penajaman bahan modul (upgrade) materi, 

maka pimpinan atau atasan di masing-masing bidang telah memberikan usulannya 

melalui laporan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pegawai yang ada untuk mengikuti 

kegiatan pendidikan dan pelatihan (diktat) agar di dalam menjaJankan pekeijaan 

tidak terjadi kesalahan baik kesalahan secara administratif maupun kesalahan 

dalam praktek keija. 

d. Gaji dan finansial yang pegawai dapatkan sesuai dengan basil kerja 

pegawai. 

Berdasarkan basil wawancara dengan masing-masing informan berkaitan 

dengan gaj i dan finansial yang pegawai dapatkan sesuai dengan hasil keija 

pegawai merupakan bagian dari kepuasan kerja. Berikut ini merupakan tanggapan 

atau jawaban yang diberikan oleh " I. 7" mengenai gaji dan finansial yang pegawai 

dapatkan sesuai dengan basil keija pegawai didapati hasilnya sebagai berikut: 

"Pengamatan pegawai tentang gaji, memang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah, sebenarnya gaji pegawai apabila dikallrulasikan dengan 
kebutuhan sehari-hari memang tidak cukup,sehingga pegawai ada juga 
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mencari alternatif lain sebagai tambahan pemasukan sehari-hari. 
(Rabu, 12 Apri/ 2017). 

Kemudian dilakukan wawancara dengan "1.8" berkaitan dengan gaji dan finansial 

yang pegawai dapatkan sesuai dengan hasil kelja pegawai didapati hasilnya 

sebagai berikut : 

"Menurut pendapat pegawai memang sebaiknya gaj i atau pendapatan 
dari rekan-rekan honorer perlu dinaikkan lagi atau disesuaikan dengan 
pertumbuhan ekonomi, karena kebutuhan saat ini semakin hari 
semakin meningkat dan pengeluaran pun jadi bertarnbah". (Rabu, 12 
April 2017). 

Sehingga dapat di analisis dari basil wawancara dengan informan 

mengenai gaj i dan finansial yang pegawai didapatkan sesuai dengan basil kerja 

pegawai hasilnya sebagian besar informan menyatakan bahwa sebagian besar 

pegawai menyatakan gaji yang diterima pegawai khususnya Pegawai Tidak Tetap 

atau Tenaga Harian Lepas gaji yang diterima oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau tersebut rata-rata belum mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. 

Hal ini tentu saja berdampak kepada pemenuhan kebutuhan pokok mereka 

seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya sehingga hal tersebut 

bisa mempengaruhi mereka dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan jika hal 

ini dibiarkan tanpa adanya motivasi dalam bentuk nyata maka hal tersebut dapat 

mengakibatkan pegawai tidak tetap kurang efektif dan efisien dalam menjalankan 

pekerjaan mereka sehari-hari namun kalau gaji yang diterima oleh PNS sepertinya 

mencukupi apalagi mendapatkan tunjangan prestasi kerja/beban kerja bagi 

pimpinan yang mempunyai jabatan di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (K.epala 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut: 
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'"Setiap PNS dalam pendapatan gaji dan tunjangan yang diterima 
seperrinya telah sesuai dengan beban kerja namun menurut saya 
sistem penggajian untuk para PIT, disisi lain memang tidak bisa 
dipungkiri bahwa kebutuhan sehari-hari di Tanjungpinang ini 
merangkak naik sehingga perlu ditinjau kembali dalam pernberian gaji 
khususnya PIT, karena jika tidak diperhatikan kebutuhan gaji mereka 
maka akan berdampak pada kinerja pegawai tidak tetap yang semakin 
hari kian merosot saja". (Senin, 10 April 201 7). 

Sehingga dapat dianalisis jawaban Key Jnforman (Kepala lnspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa hal tersebut bersifat relatif hal ini 

dikarenakan di dal.am upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari di Kota 

Tanjungpinang ini mengalami siklus kenaikan yang cukup signifikan dari hari ke 

hari dan tentu saja akan berdampak pada pengeluaran dari masing-masing 

khususnya bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Harian Lepas di Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan gaji mereka tidak pernah berubah, hal ini 

dapat mengakibatkan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Harian Lepas di 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau bekerja hanya sekedar gugur kewajiban saja 

tanpa menjalankan pekerjaan secara tulus dan ikhlas. 

Pekerjaan yang diberikan berdasarkan prinsip hak dan kewajiban 

sebagaimana mestinya, oleh karena itulah perlu adanya motivasi dalam bentuk 

yang nyata bukan sekedar lisan dan tulisan saja sehingga dapat meningkatkan 

efektivitas kinerja pegawai pada Inspektorat Provinsi. Disamping itu berdasarkan 

observasi dan analisa yang dilakukan sewaktu penelitian di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau mengenai gaji dan frnansial yang pegawai dapatkan sesuai 

dengan hasil kerja pegawai, didapati hasilnya sarna dengan jawaban dari informan 

dan key informan adapun hasilnya sebagai berikut : 

Bahwa gaji dan finansial yang pegawai dapatkan sesuai dengan hasil kerja 

pegawai yang terjadi pada Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Harian Lepas dengan 
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Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau terjadi jarak atau 

gap yang cukup signifikan. Sedangkan beban kerja sepertinya banyak dibebankan 

pada Pegawai Tidak Tetapffenaga Harian Lepas dibandingkan pada pegawai yang 

berstatus PNS/ASN dan pada kenyataannya di lapangan gaj i yang diterima oleh 

PIT atau tenaga honorer belum dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. 

Oleh karena itu sebagian dari mereka masih ada yang mencari tambahan 

penghasilan dengan cara membuka usaha kecil-kecilan sebagai alternatif dalam 

mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, hal tersebut tidak dapat dipungkiri 

dikarenakan harga kebutuhan pokok di Kota Tanjungpinang ini semakin hari 

semakin naik sedangkan gaji yang diterima oleh PTT di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau masih tetap sama tidak mengalami perubahan. Dampak ini dapat 

memicu adanya kesenjangan sosial di lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau sehingga memerlukan motivasi khususnya dari pimpinan dan tentunya 

motivasi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata bukan hanya sekedar 

kata-kata saja, karena dikhawatirkan jika tidak ada tindak lanjut dari pimpinan 

maka PIT tersebut banya akan bekeija jika ada pimpinan atau bisa dikatakan 

"gugur kewajiban" saja, hal ini tentunya akan menimbulkan efek yang negatif 

baik bagi organisasi tersebut dalam hal efektivitas kineija pegawai yang tidak 

tercapai maupun bagi masyarakat pada umumnya dalam hal pelayanan publik 

pada umumnya kineija pegawai yang kurang maksimal. 

1. Hadir dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh "1.5'' 

mengenai hadir dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan didapati 

hasilnya sebagai berikut : 
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'·Beberapa pegawai berusaha untuk tepat waktu untuk datang ke 
kantor sesuai ketentuan jam kantor yal'lli jam 08.00 Wffi tapi kadang 
ada saja kendala seperti hujan lebat dan ban motor bocor sampai 
dengan harus ngantar anak ke sekolah dan kalau untuk pulang bukan 
rahasia urnurn lagi kadang sebalum jam 15.00 WIB kantor sudah 
kosong apalagi pada hari Jumat". (Jumat, 07 Apnl 2017). 

Berkaitan dengan hadir dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah 

ctitetapkan yang ada di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau pada kenyataanya 

belum bisa terlaksana dengan tepat waktu karena beberapa faktor ctiantaranya 

faktor kesengajaan dari pegawai seperti mengantar anak ke sekolah, belanja 

kepasar, atau alasan jarak tempuh yang cukup jauh dari rumah ke kantor yang 

bersangkutan dan juga faktor ketidaksengajaan akibat gangguan cuaca seperti 

hujan lebat, ban bocor serta teijadi kemalangan yang menimpah pegawai tersebut. 

Kemuctian peneliti dapat menganalisis sewaktu penelitian cti Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau mengenai jam masuk keija pukul 08.00 WIB selain itu 

pada pulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada kenyataanya belum bisa 

terlaksana dengan tepat waktu dirnana pegawai yang ada baik PNS ataupun PTT 

yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau terkadang pulang sebelum jam 

kantor selesai dengan beberapa alasan yang sangat umurn seperti harus 

menjemput anak, mengikuti arisan, belanja untuk masak bagi pegawai perempuan 

dan bagi pegawai yang laki-laki biasanya ada kegiatan rutin seperti jadwal 

olahraga, service kendaraan dan lain-lain seharusnya hal tersebut tidak boleh 

berlaku karena sebagai pegawai harus mernatuhi tata tertib kedisiplinan yang ada 

cti Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau tersebut. 

Hal ini mernbuktikan bahwa ctisiplin pegawai cti Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau ctidapati hasilnya belum optimal dari segi mentaati jam pulang 

kerja, atau dalam arti pegawai yang seharusnya melaksanakan pekeijaan sesuai 
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dengan bidang kerja rnasing-masing secara efisien dan efektif j ustru terkesan 

rnelakukan pernbiaran terhadap pekerjaannya tersebut dan hal ini tentunya 

bertentangan dengan pelaksanaan disiplin kerja pegawai yang merupakan bagian 

dari penilaian berbasis kinerja seperti yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. 

2. Gaji dan finansial yang pegawai dapatkao sesuai dengan basil kerja 

pegawai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-rnasing informan berkaitan 

dengan gaj i dan finansiaJ yang pegawai dapatkan sesuai dengan hasil ketja 

pegawai rnerupakan bagian dari kepuasan kerja diantaranya sebagai berikut: Hasil 

wawancara dengan key informan (Kepala lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau) 

dan didapati hasilnya sebagai berikut : 

"Pendapatan PNS berupa gaji dan tunjangan yang diterima sepertinya 
telah sesuai dengan beban kerja namun sistem penggajian untuk para 
PIT, disisi lain memang tak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan sehari
hari di Tanjungpinang ini merangkak naik sehingga perlu ditinjau 
kembali dalam pernberian gaji khususnya PTT, karena jika tidak 
diperhatikan kebutuhan gaji mereka maka akan berdampak pada 
kinerja pegawai tidak tetap yang semakin hari kian menurun 
saja".(Senin, 10 April 2017). 

Bahwa gaji dan finansial yang pegawai dapatkan sesuai dengan basil keija 

pegawai yang terjadi pada pegawai tidak tetap atau tenaga honorer dengan 

Pegawai Negeri SipiU Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau terjadi jarak atau gap yang cukup signifikan. Sedangkan beban kerja 

sepertinya banyak dibebankan pada Pegawai Tidak Tetapffenaga Honorer 

dibandingkan pada pegawai yang berstatus PNS/ ASN dan pada kenyataannya di 

lapangan gaji yang diterima oleh PTT atau tenaga honorer belum dapat 

mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari . 
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Dikarenakan kebanyakan dari mereka masih ada yang mencari tambahan 

penghasilan dengan cara membuka usaha kecil-kecilan sebagai altematif dalam 

mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, hal tersebut tidak dapat dipungkiri 

dikarenakan harga kebutuhan pokok di Kota Tanjungpinang ini semak:in hari 

semakin naik sedangkan gaji yang diterima oleh pegawai tidak tetap Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau masih tetap sarna tidak mengalami perubahan, hal ini 

dapat memicu adanya kesenjangan sosial di lingkungan lnspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau sehingga memerlukan motivasi khususnya dari pimpinan 

Motivasi tersebut harus diwuj udkan dalam bentuk nyata bukan hanya 

sekedar kata-kata saja, karena dikhawatirkan jika tidak ada tindak lanjut dari 

pimpinan maka pegawai tidak tetap tersebut hanya akan bekerja jika ada pimpinan 

atau bisa dikatakan "gugur kewajiban" saja, hal ini tentunya akan menimbulkan 

efek yang negatif baik bagi organisasi tersebut dalam hal efektivitas kerja yang 

tidak tercapai maupun bagi masyarakat pada umumnya dalam hal pelayanan 

publik pada kinerja pegawai Inspektorat kurang maksimal. 

Paparan singkat diperoleh berdasarkan basil penelitian terhadap indikator 

yang ditampilkan dapat dikategorikan telah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan visi, misi ·serta tugas dan fungsi dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu: kemarnpuan menyesuaikan diri, prestasi keija 

dan kepuasan kerja. Kemudian ketiga unsur tersebut dioperasionalkan menjadi 12 

(dua betas) indikator dalam mendukung Efektivitas Kinerja Pegawai Pada 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: 

1. Pada indikator kenyamanan situasi tempat bekerja didapati hasilnya 

kenyamanan situasi tempat bekerja yang ada di Inspektorat Provinsi 

43280.pdf



98 

Kepulauan Riau memang dirasakan nyaman selain dari kondisi ruangan yang 

tertata dengan baik serta fasilitas seperti ruangan yang menggunakan AC 

sebagai pendingin atau penyejuk ruangan bekerja para pegawai , kemudian tata 

letak meja dan kursi sudah sesuai bidang kerja yang ada. 

2. Pada indikator komunikasi antar pegawai dalam hal pekerjaan yang akan 

dikerjakan di dapati hasilnya ada dan terjadi di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau bukan hanya dalam satu bidang pekerjaan saja, komunikasi 

yang dilakukan antara pegawai tersebut juga dilaksanakan antara bidang 

pekerjaan yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

3. Pada indikator merniJiki hubungan kerja sama yang baik antara pimpinan dan 

pegawai didapati hasilnya memang hal tersebut ada dan terjadi di Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau karena dengan menjaga hubungan kerja secara 

profesionaJ rnaka pegawai dan pirnpinan tahu dan sadar akan batas-batas 

pekerjaan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan 

koridor atau ketentuan peraturan yang berlaku saat ini . 

4. Pada indikator pimpinan mampu mengendalikan konflik antar pegawai dalarn 

menjalankan pekerjaan di dapati hasilnya memang haJ tersebut telah dirniliki 

oleh Inspektur, Inspektur Pembantu Bidang, Kepala Sub Bagian yang ada di 

Inspektorat Provinsi Kepu1auan Riau karena apabila terjadi konflik kerja antar 

pegawai tentu saja akan rnenganggu proses pelaksanaan pelayanan pengaduan 

masyarakat/publik yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

5. Pada indik.ator menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan yang 

direncanakan di dapati hasilnya berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan yang ada di Inspektorat Provinsi 
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Kepulauan Riau, hal tersebut terkadang tidak dapat diprediksi dan bukan 

berarti hal tersebut dikarenakan faktor kesengajaan oleh oknum pegawai yang 

ada di lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan juga disebabkan oleh faktor 

teknis di lapangan seperti gangguan jaringan komputer akibat lampu mati 

secara tiba-tiba sehingga harus dilakukan pengetikan kembali data-data 

pekerjaan karena pegawai yang bersangkutan belum sempat menyimpan data 

tersebut di dalam komputer tetapi karena listrik mati. 

6. Pada indikator menguasai keahlian tertentu (bahasa asing, komputer) yang 

membantu dalam menyelesaikan tugas di dapati hasilnya berkaitan dengan 

menguasai keahlian tertentu (bahasa asing, komputer) yang membantu dalam 

menyelesaikan tugas yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

memang hal tersebut dikarenakan pada kedua bidang tersebut kebanyakan 

menggunakan istilah berbahasa Inggris dan bahasa latin khususnya dalam 

istilah pemeriksaan/pengawasan dan laporan hasil pemeriksaan khususnya 

yang berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan selain itu untuk pegawai 

yang mempunyai keahlian komputer di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

pada urnumnya ditempatkan pada sub bagian perencanaan dan penyusunan 

program serta sub bagian keuangan karena pada sub bagian tersebut pada 

umurnnya lebih banyak menggunakan komputer atau laptop dalam 

menjalankan pekerjaannya sehingga efektivitas kerja pegawai di masing

masing bidang atau sub bagian dapat terlaksananya dengan baik dan benar 

sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau. 
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7. Pacta indikator mengikuti standar prosedur kerja yang ada di dapati hasilnya 

berkaitan dengan mengikuti standar prosedur kerja yang ada di Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau rnemang hal tersebut merupakan bagian dari 

menjalankan tugas dan fungsi mereka disetiap bidang masing-masing, selain 

itu di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar pegawainya 

berprofesi sebagai auditor, dimana auditor dalam menjalankan praktek 

kerjanya harus sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang bersifat 

mengikat dan hal tersebut juga akan berpengaruh kepada efektivitas kineija 

pegawai sebagian besar pegawai yang bekerja di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya kemudian di 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau juga menjalankan tugas dan fungsinya 

pun harus sesuai dengan standar dan prosedur serta ketentuan yang berlaku 

karena hal tersebut sedikit atau banyaknya akan langsung dirasakan oleh 

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau. 

8. Pacta indikator tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan di dapati 

hasilnya berkaitan dengan tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan 

memang hal tersebut telah diketahui dan dipahami oleh pimpinan atau atasan 

dari masing-masing pegawai atau staf yang ada di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau di dalam memberikan beban kerja pada sub bagian kerja atau 

bidang keija yang ada secara seimbang karena jika beban keija tidak 

disesuaikan dengan kemampuan kerja pegawai yang ada maka akan 

menimbulkan rasa kecewa atau stress keija dan hal tersebut berdampak 

kepada ketidakefektifan kerja pegawai sehingga pegawai di dalam 
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menjalankan peketjaan hanya sekedar gugur kewajiban saja tanpa ada rasa 

ikhlas dan senang hati dalam bekerja sehingga terkadang dampak yang 

ditimbulkan adalah pelayanan publik kurang betjalan dengan sebagaimana 

mestinya. 

9. Pada indikator atasan mernpertimbangkan saran dan masukkan pegawa1 

yang bersifat konstruktif dalarn memberikan peketjaan kepada setiap pegawai 

(keadilan dalam kornpetensi) di dapati hasilnya berkaitan dengan atasan 

mempertirnbangkan saran dan masukkan pegawai yang bersifat konstruktif 

dalam memberikan peketjaan kepada setiap pegawai (keadilan dalam 

kompetensi) memang hal tersebut telah dilakukan oleh sebagian besar 

pimpinan yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mulai dari level 

Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu Bidang, Kepala Inspektorat 

(Inspektur) di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau terutama dalam 

pembahasan kegiatan pada acara pelatihan kantor sendiri/rapat internal di 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada waktu tertentu masing

masing pimpinan tidak dapat menarik kesimpulan atau mernutuskan suatu 

kebijakan dalam pembabasan kegiatan ketja tersebut sehingga memerlukan 

saran dan masukkan dari peserta rapat lainnya. Dalam hal ini staf atau pegawai 

yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau baik yang berstatus staf 

PNS/ASN ataupun staf yang berstatus Pegawai Tidak Tetap atau Honorer 

namun saran dan masukkan dari staf atau pegawai tersebut dapat mencairkan 

suasana ketegangan dalam rapat pembahasan kegiatan ketja tersebut dan 

bahkan memunculkan ide atau gagasan pemecahan serta solusi. 
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10. Pada indikator setiap pegawai diberikan kesempatan untuk memperoleh 

pengalaman atau peningkatan kemampuan misalnya pendidikan dan pelatihan 

di dapati hasilnya, Bahwa semua pegawai yang ada pada Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing karena hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab 

mereka selain itu juga dikarenakan faktor keahlian atau pengalaman dalam 

mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau sendiri ataupun oleh lnspektorat Jenderal 

Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, selain itu ada juga diktat yang 

diselenggarakan oleh Instansi Pembina seperti Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 

berkaitan proses kegiatan penilaian terhadap objek pemeriksaan/pengawasan 

secara profesional atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk rnemastikan 

apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pemeriksaan!pengawasan telah 

sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan dilakukan proses pengawasan 

atau audit maka pimpinan atau atasan di rnasing-masing bidang telah 

memberikan kesempatan kepada pegawai yang ada untuk mengikuti kegiatan 

pendidikan dan pelatihan (Diklat) agar di dalarn rnenjalankan pekerjaan tidak 

terjadi kesalahan baik kesalahan secara administratif rnaupun kesalahan dalam 

praktek kerja. 

Namun ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam Efektivitas 

Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau yaitu : 

1. Pada indikator tentang hadir dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan. 
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2. Pada lndikator kemampuan pegawai dalam mencari altematif tata keija lain 

yang memungkinkan pekerjaan dapat di selesaikan lebih cepat belum dapat 

dilakukan secara optimal 

3. Pada indikator tentang gaji dan fi nansial yang pegawa1 dapatkan sesua1 

dengan hasil kerja pegawai. 

Hal ini berdasarkan dari jawaban yang dipaparkan oleh responden dan juga 

inforrnan kunci dan juga pengamatan langsung yang dilaksanakan oleh penehti di 

lapangan sewaktu mengadakan penelitian. Bahwa pekerjaan yang diberikan 

berdasarkan prinsip hak dan kewajiban pegawai sebagaimana mestinya, oleh 

karena itulah perlu adanya motivasi dalam bentuk yang nyata bukan sekedar lisan 

dan tulisan saja, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawai dalam 

mencapai target sesuai dengan standar pedoman pemeriksaan/pengawasan yang 

telah ditentukan pada lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

43280.pdf



A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

104 

Berdasarkan basil pembahasan mengenai Efektivitas Kinerja Pegawai 

lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau dapat disirnpulkan bahwa: Efektivitas 

Kinerja Pegawai pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau da lam mencapai 

target standar pedoman pemeriksaan/pengawasan yang telah ditentukan pada 

lnspektorat Provinsi Kepulauan Riau belurn berjalan efektif. Hal ini dikarenakan 

para pegawai belum rnenunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi sesuai dengan 

unsur-unsur kemampuan pegawai dalam mencari altematif tata kerja agar 

pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, belum dapat dilakukan secara optimal, 

kurang teliti dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) obyek 

pemeriksa (obrik) tanggapan pemeriksa dan rekomendasi, serta masih rendahnya 

tingkat kepuasan aparatur dalam menerima pendapatan, dikarenakan sebagian 

besar pegawai masih ada yang mencari tarnbahan penghasilan lainnya. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan dari basil penelitian ini dalam 

rangka meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai Pada lnspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau agar berlangsung secara lebih optimal, maka perlu diperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai lnspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 
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kerja belum berjalan efekttf, disarankan peran Pimpinan lnspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau untuk lebih awal melakukan sosialisasi perubahan peraturan 

dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, diharapkan terjadi transfonnasi 

inforrnasi yang lebih efektif dan pegawai lebih siap segalanya. 

2. Kurangnya keahJian pegawai lnspektorat Provinsi Kepulauan Riauyang 

berprestasi dalam meningkatkan kualitas pekerjaan, hal ini terlihat dari masih 

kurang cermat dan teliti dalam bekerja, sehingga disarankan untuk Iebih aktif 

dan berkelanjutan rnengikuti pelatihan maupun pendidikan dengan pedoman 

yang disesuaikan dengan perkembangan Peraturan Nasional terbaru. 

3. Dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja pegawai lnspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau dengan memberikan tambahan penghasilanltunjangan beban 

kerja, serta peluang promosi secara adil dan kesempatan untuk 

pengernbangan diri untuk lebih banyak menerima penghargaan (reward) dari 

pada saat ini yang lebih banyak menerima hukuman (punishment). Sehingga 

disarankan Kepada KepaJa Inspektorat, Inspektur Pembantu Bidang, Pejabat 

Fungsional/Auditor, KepaJa Sub Bagian dan Staf Pegawai PNS/PTI agar 

dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan stimulus 

positif bagi staf/pegawai yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 

dalam mencapai efektivitas kinerja pegawai sesuai dengan visi dan misi 

Inspektorat Provinsi KepuJauan Riau. 
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Lampiran: I 

PEDOMAN W A W ANCARA 
EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI PADA INSPEKTORAT 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

Nama 

Jabatan 

Pertanyaan : Sesuai dengan Teori Richard M. Steers dalam TanglGiisan 
(2005: 141) 

A. Kemampuan Menyesuaikan Diri: 
Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan 
keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan 
kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Hal ini sesuai 
pendapat Steers yang menyatakan bahwa kunci keberhasilan organisasi adalah 
kerjasama dalarn pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi 
dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja didalamnya 
maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Jika kernampuan 
menyesuaikan diri tersebut dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat 
tercapai . 

Pertanyaan: 

1. Apakah Bapak!Ibu sudah merasa nyaman dengan situasi tempat bekerja 

saat ini? 

2. Bagaimana menurut Bapak!Ibu mengenai adanya komunikasi antar 

pegawai dalarn hal tugas pekerjaan yang akan dikerjakan ? 

3. Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi tentang mempunyai hubungan kerja 

sama yang profesional antara pimpinan dan pegawai? 

4. Apakah Bapak/Ibu marnpu mengendalikan konflik antar pegawai dalam 

menjalankan tugas pekerjaan ? 
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B. Prestasi Kerja: 

Prestasi kerja pegawai akan membawa dampak bagi pegawai yang 
bersangkutan maupun badan pemerintahan tempat mereka bekerja. Prestasi 

kerja yang tinggi akan meningkatkan produktivitas, sebaliknya prestasi kerja 

pegawa1 yang rendah dapat menurunkan tingkat kualitas dan produktivitas 
kerja pegawai. 

Pertanyaan: 

5. Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi tentang pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan ? 

6. Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi tentang pegawai yang menguasa1 

keahlian tertentu (bahasa asing, komputer) yang membantu dalam 

rnenyelesaikan tugas? 

7. Apakah selama ini Bapak/Ibu hadir dan pulang sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan? 

8. Apakah selama ini Bapak!Ibu pemah mengikuti standar prosedur kerja 

yang ada ? 

C. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, karena 
terbuk:ti besar manfaatnya bagi kepentingan individu, pemerintahan dan 
masyarakat. Bagi individu, penelitian tentang sebab-sebab dan surnber-sumber 

kepuasan kerja memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan 
kebahagiaan hidup mereka. Bagi pemerintahan, penelitian mengenai kepuasan 

kerja dilakukan dalam rangka usaha peningkatan produksi dan pengurangan 

biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku pegawainya. Selanjutnya, 
masyarakat tentu akan menikmati hasil kapasitas maksimurn dari industri serta 
naiknya nilai manusia di dalam konteks pekerjaan. Tingkat kesenangan yang 
dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat 
rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari 
bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka 

berada. 
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Pertanyaan : 

9. Apakah selama ini Bapak/lbu telah mengerjakan tugas yang diberikan 

sesuai dengan kemampuan pegawai yang ada di kantor ini ? 

10. Apakah menurut Bapakllbu selama ini atasan pernah mempertimbangkan 

saran dan masukan pegawai yang bersifat konstruktif dalam memberikan 

pekerjaan kepada setiap pegawai (keadilan dalam kompetensi) ? 

11 . Bagaimana menurut Bapak!lbu tentang pimpinan yang memberikan 

kesempatan bagi pegawai/staf untuk memperoleh pengalaman atau 

peningkatan kemampuan misalnya pendidikan dan pelatihan? 

12. Bagaimana Bapakllbu menanggapi tentang gaji dan finansial yang 

didapatkan telah sesuai dengan hasil keija Bapakllbu ? 
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Lampiran: II 

TRANSKRIP W A W ANCARA 
Informan 

1.1 

!.2 

Key 
Inform an 

1.3 

Basil Wawancara 
(Kenyarnanan situasi tempat bekerja) 

Pandangan infonnan ada perasaan kondisi 
representatif atau nyaman bekerja di kantor 
ini karena saya sudah hampir 10 tahun lebih 
bekerja disini dan mengganggap bahwa 
pegawa1 lainnya seperti keluarga sendiri 
sehingga di dalam bekerja pun sudah 
nyaman dan merasa tidak ada tekanan. 
Kenyamanan dalam bekerja merupakan hal 
yang utama menurut pegawa1, karena 
apabila tidak merasa nyaman walaupun gaji 
besar tentunya merasa tertekan selama 
bekerja di Inspektorat Provinsi Kepri ini. 
Harapannya kondisi kerja yang kondusif dan 
aman nyaman karena pegawai-pegawai 
yang ada saling support satu sama lain. 
Sebagai seorang PNS k:ita harus tahu dan 
paham betul sesuai dengan sumpah jabatan 
kita siap ditempatkan dimana saja di seluruh 
Indonesia dan hal tersebut menurut saya 
berlaku Juga di srm, dan hal tersebut 
menurut saya bagian dari cara kita 
beradaptasi dengan kondisi dan situasi keija 
di tempat kita bekerja saat ini, dan terus 
terang saya merasa nyaman bekeija di 
kantor ini dan begitu juga pegawai yang ada 
disini menurut pengamatan saya selama ini 
mereka juga merasa nyaman karena kita 
saling menghargai dan mengetahui tugas 
dan fungsi kita masing-masing. 
(Adanya peran komunikasi antar 
pegawai) 

Adanya komunikasi antara pegawai satu 
dengan pegawai lainnya dalam menjalankan 
suatu pekerjaan khususnya dalam satu 
bidang keija yang sama, maka hal tersebut 
akan membuat pekerjaan cepat diselesaikan 
karena dengan berkomunikasilah pekeijaan 
yang sekiranya tidak dapat dilakukan oleh 
pegawai yang satu dapat diselesaikan oleh 
pegawai yang lainnya dalam satu bidang 
keija, walaupun setidaknya hanya dalam 
bentu.k saran dan masukan saja" . 
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Hasil Wawaocara 
Peran komunikasi antar pegawai diharapkan 
dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, 
sesua1 dengan proses pelayanan 
administratif di lingkungan OPD. Namun, 
masih sering terjadi miss communication 
yang disebabkan belum maksimalnya fungsi 
penyampaian informasi terpadu antar OPD. 
Begitu juga di kantor ini komunikasi antar 
pegawai yang ada di Inspektorat, merupakan 
hal yang penting karena pelaksanaan 
pekerjaan lancar apabila terjadi komunikasi 
yang lancar juga 
Komunikasi merupakan hal yang sangat 
berperan dalam menjalankan pekerjaan 
dimanapun juga termasuk di Inspektorat 
Provinsi Kepulauan Riau karena dengan 
komunikasi yang baik satu sama lain maka 
pekerjaan yang awalnya susah menjadi 
mudah yang awalnya tidak tahu menjadi 
tahu karena ada solusi dari pegawai lainnya 
yang lebih mengetahui terdahulu sehingga 
kita harus menjaga komunikasi satu sama 
lain secara seimbang dan proporsional 
pimpinan sebagai komunikator harus efektif 
pada serta memiliki kemarnpuan 
komunikasi yang efektif, sehingga dapat 
merangsang partisipasi orang-orang yang 
dipimpinnya. Pimpinan juga harus piawai 
dalam melakukan komunikasi baik 
komunikasi verbal maupun non verbal. 
Komunikasi verbal yang baik dapat 
dilakukan dengan menggunakan tutur kata 
yang ramah, sopan,dan lembut. Komunikasi 
non verbal dapat dilakukan dengan 
mengkomunikasikan konsep-konsep yang 
abstrak misalnya kebenaran, keadilan, etika, 
dan agama secara non verbal misal 
menggunakan bahasa tubuh.Untuk 
mengatasi masalah tersebut maka pimpinan 
harus meningkatkan kemampuan 
komunikasi yang efektif yang mencakup 
pemahaman komunikasi yang baik, iklim 
budaya pendukung organisasi, dan perhatian 
yang baik. 
(Peran Hubungan profesional) 
Jelas kita harus bekerja secara professional 
antara _Qim__ginan dan bawahan karena sudah 
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Hasil Wawancara 
jelas tupoksi masing-masing sehingga dalam 
menjalankan pekerjaan kita sudah tabu 
batas-batas pekerjaan karena dalam 
menjalankan pemerintahan kita tidak bias 
mandai-mandai karena konsekuensi yang 
akan di timbulkan dapat berdampak hukum. 
Dengan melakukan pekerjaan secara 
professional jelas berdampak kepada 
pelayanan publik yang optimal karena 
waktu dan proses pekerjaan sudah 
di tentukan sehingga masyarakat merasakan 
dampak pelayanan yang diberikan oleh 
pegawai yang menjalankan pekeijaan secara 
professional tersebut tanpa adanya rasa 
keterpaksaan dalam menjalankan pekeijaan 
sehari-hari. 
Seorang Pimpinan selalu berupaya untuk 
menjalankan pekerjaan secara profesional 
termasuk juga dalam menjaga hubungan 
kerj a dengan staf yang ada di Inspektorat 
Provinsi Kepulauan Riau iru karena dengan 
adanya profesionalitas kerja maka pekeijaan 
yang akan dilaksanakan akan bersifat cepat 
dan tepat sehingga pelaksanaan pekerjaan di 
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dapat 
berj alan sebagaimana mestinya. 
(Penanganan konflik organisasi) 

Sepertinya di kantor ini belum ada terjadi 
konflik antar pegawa1 dalam hal 
menjalankan pekerjaan di masing-masing 
bidang karena pembagian tugas dan fungsi 
telah sesuai dengan bidang kerja masing
masing pegawai yang bersangkutan, Namun 
konflik lainnya di luar bidang pekerjaan, 
yaitu: Salah satu konflik antar individu 
dalam organisasi yang sama, dimana hal ini 
senng diakibatkan oleh perbedaan
perbedaan kepribadian. Konflik ini berasal 
dari adanya konflik antar peranan ( seperti 
antara manajer dan bawahan) 

1.8 Kalau konflik kerja tidak pemah teijadi 
namun konflik individu ada, itupun kalau 
hanya sekedar mempertahankan pendapat 
memang terkadang hal tersebut terjadi pada 
saat rapat antar bidang namun tentunya 
dapat dicarikan solusi pemecahan 
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HasH Wawancara 
masalahnya dengan kepala dingin serta 
mengedepankan win-win solution antar 
pihak yang saling bertahan dengan 
pendapatnya masing-masing. 
Penanganan konflik kerja antar pegawai di 
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau ini 
belum pernah terjadi seperti percekcokan 
bahkan perkelahian antar pegawai karena 
masing-masing pegawai sudah sadar dan 
mengetahui porsi atau tupoksi yang mereka 
milik.i masing-masing, Kalau hanya karena 
selisih paham pribadi ditangani dengan 
pendekatan kekeluargaan individu dengan 
p1mpman satu sama lain apalagi dalam 
kewajiban menjalankan tugas dan fungsi 
dalam menjalankan fungsi pengawasan 
(Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu) 

Saya berusaha semampu saya dalam 
menjalankan peketjaan yang diberikan 
kepada saya karena sudah merupakan 
tanggungjawab saya menjalankan peketjaan 
tersebut sesuai dengan target waktu yang 
telah diberikan. 
"Seorang pegawa berusaha sesuai dengan 
kemampuannya dalam menjalankan 
pekerjaan yang diberikan kepada setiap 
individu. Karena sudah merupakan 
tanggungjawab pegawai dalam menjalankan 
peketjaan tersebut sesuru dengan target 
waktu yang telah diberikan. 
Berkenaan mampu atau tidaknya pegawai 
dalam menjalankan pekerjaan sesuat 
rencana yang telah ditetapkan hal tersebut 
terkadang tidak dapat diprediksi rnisalnya 
terkendala dengan listrik padam, komputer 
tiba-tiba terserang virus sehingga data-data 
pekerjaan menjadi hilang sehingga harus di 
buat ulang pekerjaan tersebut. 
Sebagai pegawat kita semua wajib 
menjalankan pekerjaan secara tepat waktu 
karena sudah menjadi kewajiban kita 
menjalankan itu semuanya namun kita juga 
terkadang mempunyai keterbatasan dalam 
menyelesaikan tugas tersebut dan hal itu 
secara tidak di sengaja misalkan tiba-tiba 
mati lampu dan kita belum sem_Q_at 
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Tanggal Informan Hasil Wawancara 
menytmpan hasil pengetikan pekerjaan 
tersebut sehingga harus di ketik ulang ketika 
lampu hidup kembali dan hal-hal seperti ini 
yang terkadang menghambat fungsi 
pelaksanaan pengawasan di kantor ini sekali 
lagi bukan faktor kesengajaan tapi faktor 
teknis saja. 

3-4-20 17 1.2 (Kemampuan keahlian penunjang (soft
ski ll) dalam bekerja) 

5-4-2017 1.3 

10-4-2017 Key 
Inform an 

7-4-2017 I.5 

Setiap pegawa1 yang memiliki keahlian 
tertentu seperti komputer dan bahasa 
Inggris, akan sangat rnembantu karena 
terkadang pedoman dalarn bekerja masih 
ada istilah-istilah menggunakan bahasa 
Inggris dan saat 1m sistem informasi 
manajemen berbasis komputer sehingga jika 
ada pegawai yang menguasi hal tersebut 
maka pekeijaan yang ada di Inspektorat 
Provinsi Kepulauan Riau kan lebih cepat 
dan tepat dalam menyelesaikannya. 
Ada beberapa pegawai yang mempunyai 
keahlian di bidang bahasa asmg dan 
komputer karena pegawai tersebut akan 
lebih mudah dalam menjalankan pekerjaan 
khususnya di bidang pengawasan dan sub 
bagian perencanaan program karena banyak 
istilah asmg dan Juga lebih banyak 
menggunakan komputer dalam melakukan 
pekeij aannya. 
Menurut sepengetahuan pirnpinan, mernang 
ada beberapa pegawat yang ada di 
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau yang 
rnernpunyai keahlian dalam hal penguasaan 
bahasa asing dan juga komputer seperti pada 
inspektur pembantu bidang dan sub bagian 
perencanaan dan penyusunan program serta 
sub bagian keuangan karena banyak istilah 
penga wasan a tau program komputer yang 
menggunakan bahasa asing seperti bahasa 
inggris dan bahasa latin sehingga diperlukan 
pegawai yang mempunyai kahlian di kedua 
bidang tersebut. 
(Ketentuan kehadiran sesuai jadwal yang 
telah ditetapkan) 

Berusaha untuk tepat waktu untuk datang ke 
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Hasil Wawancara 
kantor sesuai ketentuan jam kantor yakni 
jam 08.00 WIB tapi kadang ada saja kendala 
seperti hujan lebat dan ban motor bocor 
sampai dengan harus mengantar anak ke 
sekolah dan kalau untuk pulang bukan 
rahasia wnum lagi kadang sebalum jam 
15.00 wm kantor sudah kosong apalagi 
pada hari J umat. 
Peraturan waktu masuk kantor biasanya 
dimulai jam 08.00 WIB tapi tak semua 
pegawa1 bisa datang tepat waktu karena 
berbagai alasan mulai alasan klasik yakni 
pergi ke pasar belanja dulu, ngantar anak 
sekolah, terjebak hujan sehingga tak jarang 
banyak pegawai yang terlambat datang ke 
kantor ini selain itu untuk jam pulang kantor 
memang pukul 16.00 WIB namun banyak 
pegawa1 yang sudah pulang sebalurn 
waktunya dengan alasan jemput anak 
sekolah, ada kegiatan di rumah dan lain
lain. 
Berbicara tentang masalah disiplin kerja ini, 
memang agak riskan, tetapi saya 
menanggapinya hal tersebut rnemang perlu 
dilaksanakan secara menyeluruh dan saya 
melihat bahwa pegawai lnspektorat Provinsi 
Kepulauan Riau ini sebagian besar telah 
rnenjalankan tupoksi nya dengan maksimal 
namun tak dapat di pungkiri j ika masih ada 
di temui beberapa pegawai yang datang 
tidak tepat waktu dan ketika belurn 
memasuki jam pulang kerja mereka justru 
pulang kantor dan tak kembali lagi ke kantor 
sehingga pelayanan di Inspektorat Provinsi 
Kepulauan Riau pun menjadi terkendala, 
namun saya sudah memberikan teguran dan 
bahkan peringatan terhadap yang 
bersangkutan agar tidak melakukan hal 
tersebut lagi terutamanya di hari Jurn'at. 
(Meogikuti aturan SOP) 

Seorang pegawa1 dalam menjalankan 
pekerjaan harus sesua1 dengan prosedur 
kerja yang ada seperti halnya dalam 
memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan 
terhadap OPD masing-masing yang ada di 
pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau 
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Hasil Wawancara 
tersebut apabila lengkap maka kita berikan 
rekomendasai narnun apabila kurang 
lengkap maka kita sarankan agar dilengkapi 
terlebih dahulu agar tidak menimbulkan 
permasalahan dikemudian hari. 
Jelaslah dalam menjalankan pekeijaan 
apalagi berkaitan dengan pengawasan serta 
pemberian rekomendasi laporan hasil 
pemeriksaan maka standar prosedur kerja 
harus dipenuhi agar tidak teijadi 
kesalahpahaman antara pegawa1 dengan 
masyarakat apalagi berkenaan dengan 
kesehatan yang sifatnya sangat krusial. 
Dalam menjalankan pekerjaan apapun 
pegawai harus berdasarkan standar prosedur 
keija yang jelas karena jika tidak akan 
menimbulkan permasalahan akibat dari 
tidak mengikuti standar prosedur kerja yang 
jelas tersebut baik berupa teguran, 
peringatan, hingga sanksi administratif 
maupun sanksi hukuman denda dan bahkan 
pi dana j ika melakukan kesalahan yang fatal, 
dan khusus di Inspektorat Provinsi 
Kepulauan Riau ini saya selalu menghimbau 
agar pegawai yang ada dapat menjalankan 
pekeijaan sesuai dengan standar prosedur 
kerja yang ada agar segala sesuatunya dapat 
berjalan dengan lancar. 
(Pelaksanaan Tugas sesuai dengan 
Kemampuan) 

Sepengetahuan setiap pegawai mempunyai 
tugas yang diberikan oleh atasan kepada 
pegawai yang ada di bidang-bidang keija di 
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau ini 
telah sesua1 dengan kemampuan kerja 
pegawai masing-masing dan hampir dapat 
dikatakan pekeijaan dapat terselesaikan 
dengan baik. 

1.2 Pekeijaan yang ada pada bidang kerja 
masing-masing selama ini dapat dikeijakan 
oleh pegawai yang ada di bidang keija 
tersebut sehingga dalam hal ini pegawai 
yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan 
Riau telah mempunyai kemampuan dalam 
berkeija sesua1 tupoksi yang ada pada 
bidang keija masing-masing. 
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Basil Wawancara 
Peraturan dalam Tupoksi sudah dipahami 
oleh masing-masing pegawai yang ada di 
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau bahwa 
arahan tugas yang diberikan oleh atasan 
disetiap sub bagian atau bidang kerja dapat 
dipaharni dan dilaksanakan dengan sebaik 
mungkin serta dijalankan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku di Inspektorat 
Provinsi KeiJulauan Riau. 
(Peranan pimpinan dalam meoerima 
saran dan masukan konstruktif yang 
berkeadilao dalam kompetensi) 

Apabila saran dan masukkan yang diberikan 
oleh pegawai atau staf tersebut rnemang 
bersifat membangun dan positif bagi 
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, 
kenapa tidak diterima dan dicoba 
dilaksanakan demi kelancaran pelayanan 
publik dan efektivitas kerja pegawai pada 
umumnya. 

1.4 Setiap pegawat dapat rnenilai bahwa 
sebagian pimpinan di Inspektorat Provinsi 
Kepulauan Riau sudah objektif dan 
demokratis dalam bersikap sehingga tidak 
memaksakan kehendak pribadi dalam 
memberikan araban atau pekerjaan kepada 
staf namun apabila ada saran dan masukkan 
dari staf yang sifatnya positif rnaka saran 
dan masukkan dari staf tersebut akan 
dibahas bersama dalam rapat dan jika 
dirasakan bermanfaat akan diterapkan saran 
dan masukkan staf terse but. 

Key 
Worman 

1.5 

Sebagai salah satu pimpinan di dinas ini 
saya dan juga rekan-rekan pimpinan lainnya 
telah berusaha se-obyektif dan se
demokratis mungkin sesuai ketentuan yang 
ada dalam menjalankan pekerjaan termasuk 
dalam rnenerima saran dan rnasukkan dari 
staf yang bersifat membangun dan dan 
berguna dalam meningkatkan efektivitas 
kerja dan juga memberikan pelayanan 
pub I ik secara prima guna merealisasikan 
visi dan misi lnspektorat Provinsi 
Kepulauan Riau. 
(Peogembangan karir pegawai melalui 
Diktat) 
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Basil Wawaocara 

Beberapa pegawa1 pernah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan tentang 
pengembangan sumber daya manusta 
beberapa tahun lalu di Jakarta, dan biasanya 
kegiatan pendidikan dan pelatihan hanya 
diperuntukkan untuk pegawai yang berstatus 
ASN/PNS saja dengan dilampirkannya Suat 
Keputusan. 
Untuk di bidang kerja saya memang 
pimpinan memberikan kesempatan kepada 
saya untuk mengikuti dikJat, karena manfaat 
dari diklat tersebut memang berguna bagi 
saya dalam menjalankan pekerjaan, namun 
masih dirasakan bahan pelatihan belum 
ditingkatkan tingkat (upgrade) sehingga 
bel urn memberikan hasil_yan_g_ maksimal. 
Mengenai hal tersebut setahu saya rata-rata 
pegawai pada Inspektorat Provinsi 
Kepulauan Riau liD pernah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan khususnya 
pengembangan sumber daya manusia baik 
yang dilaksanakan sewaktu mereka sebe1um 
bertugas disini ataupun sudah bertugas 
disini, karena dengan pengetahuan 
mengenat pengembangan sumber daya 
manusta mereka dapat memahami dan 
mengerti tentang tugas dan fungsi mereka 
sebagai aparatur pemerintahan saat ini. 

(Peranan finansial sebagai hasil kerja) 

Pengamatan pegawai tentang gaji, memang 
sudah ditetapkan oleh pemerintah, 
sebenarnya gaji pegawat apabila 
dikalkulasikan dengan kebutuhan sehari-hari 
memang tidak cukup, sehingga pegawai ada 
Juga mencan alternatif lain sebagai 
tambahan pemasukan sehari-hari. 
Menurut pendapat pegawat memang 
sebaiknya gaji atau pendapatan dari rekan
rekan honorer perlu dinaikkan Jagi atau 
disesuaik:an dengan pertumbuhan ekonomi, 
karena kebutuhan saat ini semakin hari 
semakin meningkat dan pengeluaran pun 
jadi bertambah 
Setiap PNS dalam pendapatan gaji dan 

43280.pdf



121 

No Tanggal In forman Hasil Wawancara 
Infonnan tunjangan yang diterima sepertinya telah 

sesuai dengan beban kelja namun menurut 
saya sis tern penggaJlaD untuk para PIT, 
disisi lain memang tidak bisa dipungkiri 
bahwa kebutuhan sehari-hari di 
Tanjungpinang ini merangkak naik sehingga 
perlu diti njau kembali dalam pemberian gaji 
khususnya PTI, karen a jika tidak 
diperhatikan kebutuhan gaji mereka maka 
akan berdampak pada kinerja pegawai tidak 
tetap yang_ semakin hari kian merosot saja. 
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